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MOTTO 

 

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 

menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau 

harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila 

dibelanjakan.” 

( Ali bin Abi Thalib ) 

 

 

 

“Jangan salahkan waktu yang begitu cepat berlalu, tapi salahkan dirimu yg begitu 

lambat melakukan sesuatu.” 

(Agoes Kotak) 

 

 

 

“Tidak ada kata terlambat, tidak ada yang terlalu cepat.  

Mulailah sekarang.” 

(Sofyan Nur Ihsan) 
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Sofyan Nur Ihsan 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah di PT BPRS Asri Madani Nusantara dan mengevaluasi dengan ketentuan PSAK 105 

dan PSAK 106. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan 

sekunder yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis interaktif 

dengan teori dari Miles dan Huberman. Tahapan yang peneliti lakukan dimulai dari pengumpulan 

data, reduksi data, uji keabsahan data yang menggunakan metode uji triangulasi, penyajian data, 

analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan 

mudharabah berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan 

mudharabah pada PT BPRS Asri Madani Nusantara belum sepenuhnya sesuai dalam praktik 

penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada pengakuan investasi (penyerahan dana 

modal), pengakuan kerugian, pengakuan penentuan porsi keuntungan, pengakuan piutang. Adapun 

beberapa penerapan akuntansi yang sudah sesuai mencakup pengakuan investasi (mulainya usaha), 

pengakuan keuntungan (dasar pembagian keuntungan), pengukuran, penyajian dan pengungkapan. 

Kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah berdasarkan pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah pada PT BPRS Asri Madani Nusantara 

belum sepenuhnya sesuai dalam praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada 

pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan penyajian. Adapun beberapa 

penerapan akuntansi yang sudah sesuai mencakup pengakuan keuntungan, pengukuran dan 

pengungkapan. 

Kata Kunci : PT BPRS Asri Madani Nusantara, Pembiayaan bagi hasil, Mudharabah, 

Musyarakah, PSAK 105 dan PSAK 106. 
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Sofyan Nur Ihsan 

Accounting Departement, Economic And Business Faculty, Jember University 

 

ABSTRACT 

 
This study aims to explore the accounting treatment of mudharabah and musyarakah financing at 

PT BPRS Asri Madani Nusantara and evaluate the provisions of PSAK 105 and PSAK 106. This 

type of research is descriptive qualitative using primary and secondary data which is carried out 

by data collection techniques by interview and documentation. The data analysis technique used 

by researchers is interactive analysis techniques with theories from Miles and Huberman. The 

stages that the researcher did began with data collection, data reduction, data validity testing 

using triangulation test methods, data presentation, data analysis and conclusion drawing. The 

results of the analysis of the suitability of the mudharabah financing treatment based on 

recognition, measurement, presentation and disclosure of mudharabah financing to PT BPRS Asri 

Madani Nusantara have not been fully in accordance with the practice of its application. Such 

discrepancies are found in the recognition of investments (delivery of capital funds), recognition of 

losses, recognition of the determination of the portion of profits, recognition of receivables. As for 

some of the accounting applications that are appropriate include the recognition of investment 

(start of business), recognition of profits (the basis of profit sharing), measurement, presentation 

and disclosure. Compliance with the accounting treatment of musyarakah financing based on the 

recognition, measurement, presentation and disclosure of musyarakah financing to PT BPRS Asri 

Madani Nusantara has not been fully in accordance with the practice of its application. These 

mismatches are found in the recognition of investments, recognition of losses, recognition of 

receivables and presentation. As for some of the appropriate accounting applications, including 

recognition of profits, measurement and disclosure. 

Keywords: PT BPRS Asri Madani Nusantara, Profit Sharing Financing, Mudharabah, 

Musyarakah, PSAK 105 and PSAK 106. 
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RINGKASAN 

 

Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan 

Akuntansinya Pada BPR Syariah (Studi Kasus Pada PT BPRS Asri Madani 

Nusantara Jember); Sofyan Nur Ihsan; 140810301089; 123 halaman; Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember 

 Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk 

terbanyak ke empat di dunia sebanyak 261.115.460 jiwa (Bank Dunia, 2016). 

Peran bank di negara Indonesia membantu menggerakkan roda perekonomian 

negara, lembaga keuangan yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah 

bank konvensional. Bunga yang dibebankan pada bank konvensional 

menimbulkan banyak pertentangan di masyarakat Indonesia. Masyarakat muslim 

di Indonesia berkeyakinan bahwa prinsip bunga yang dikenakan bank 

konvensional merupakan salah satu bentuk dari riba. Riba dalam islam merupakan 

kegiatan ekonomi yang haram dilakukan. Dari pertentangan yang terjadi 

muncullah perbankan syariah.  

Keberadaan Bank Islam di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-

Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diamandemen dengan 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan sekarang khusus untuk mengatur 

perbankan syariah yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Terdapat dua jenis 

bank syariah yang dipaparkan dalam Undang-Undang tersebut yaitu Bank Umum 

Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).  Perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia meningkat secara signifikan dalam 10 tahun 

terakhir. Hal ini menandakan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap 

operasional perbankan syariah dalam menjalankan prinsip syariah tanpa adanya 

riba. Salah satu tujuan berdirinya BPRS adalah untuk melayani usaha mikro, kecil 

dan menengah (UMKM), sektor UMKM merupakan pangsa pasar yang berbeda 

pada BPRS dibandingkan dengan Bank Umum dan Bank Umum Syariah. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
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Salah satu BPRS yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Jember adalah PT 

BPRS Asri Madani Nusantara. 

Sumber pendapatan terbesar dalam suatu bank adalah pada pembiayaan, 

sebagian besar dana operasional dalam sebuah bank diputarkan dan digunakan 

untuk pembiayaan. Perlakuan atas akuntansi perbankan syariah sebelumnya diatur 

pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 yang sekarang diganti 

dan dijabarkan pada PSAK 101-110. PSAK ini berguna sebagai pedoman dari 

lembaga keuangan apakah telah melaksanakan transaksi mudharabah dan 

musyarakah sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. Setiap 

tahun total pembiayaan yang terjadi pada PT BPRS Asri Madani Nusantara 

cenderung mengalami kenaikan, akan tetapi tahun 2017 pada pembiayaan bagi 

hasil mudharabah terjadi penurunan yang mencolok hampir separuh dari 

pembiayaan mudharabah tahun sebelumnya.  

Dalam praktiknya di PT BPRS Asri Madani Nusantara perlakuan 

akuntansi mudharabah yang dilakukan memberikan penjelasan yang berbeda 

dengan PSAK 105 terkait dengan pengakuan investasi mudharabah dan perbedaan 

lain juga terdapat pada perlakuan akuntansi musyarakah dengan PSAK 106 terkait 

dengan pengakuan investasi musyarakah. Perbedaan tersebut disajikan dalam 

laporan keuangan PT BPRS Asri Madani Nusantara yaitu laporan posisi keuangan 

atau neraca. Ketentuan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga 

independen yang secara langsung mengawasi operasional BPRS mengeluarkan 

surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 9/SEOJK.03/2015 tentang pedoman 

akuntansi perbankan syariah Indonesia bagi bank pembiayaan rakyat syariah 

menetapkan bahwa “Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan 

dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS dan 

penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat 

diperbandingkan, BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

berdasarkan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPRS. Standar 

akuntansi yang berlaku bagi BPRS selama ini adalah Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut PSAK …”. Standar akuntansi 
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keuangan syariah yang berlaku efektif per 1 Januari 2017 adalah PSAK 101 

sampai dengan PSAK 110. Ada anggapan masyarakat bahwa penerapan perlakuan 

akuntansi pembiayaan syariah yang sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku 

secara menyeluruh masih sulit untuk diterapkan karena perlu adanya perubahan 

secara menyeluruh terhadap sistem yang sebelumnya telah berjalan, hal ini 

menjadi penyebab adanya perbedaan antara teori dan praktik yang terjadi. 

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data 

primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan 

cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

oleh peneliti adalah teknik analisis interaktif dengan teori dari Miles dan 

Huberman. Tahapan yang peneliti lakukan dimulai dari pengumpulan data, 

reduksi data, uji keabsahan data yang menggunakan metode triangulasi, penyajian 

data, analisis data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan 

mudharabah yang diterapkan oleh PT BPRS Asri Madani Nusantara berdasarkan 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada PSAK 105 belum 

sepenuhnya sesuai dalam praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut 

terdapat pada pengakuan investasi (penyerahan dana modal), pengakuan 

kerugian, pengakuan penentuan porsi keuntungan, pengakuan piutang. Adapun 

beberapa penerapan akuntansi yang sudah sesuai mencakup pengakuan investasi 

(mulainya usaha), pengakuan keuntungan (dasar pembagian keuntungan), 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Penerapan akuntansi pembiayaan 

musyarakah yang diterapkan oleh PT BPRS Asri Madani Nusantara berdasarkan 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada PSAK 106 belum 

sepenuhnya sesuai dalam praktik penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut 

terdapat pada pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan 

penyajian. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang sudah sesuai mencakup 

pengakuan keuntungan, pengukuran dan pengungkapan. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbanyak 

ke empat di dunia sebanyak 261.115.460 jiwa (Bank Dunia, 2016). Jumlah 

penduduk Indonesia yang semakin banyak membawa pengaruh besar pada 

kegiatan perekonomian negara. Aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu 

negara harus memiliki sarana pembantu perekonomian masyarakat yaitu lembaga 

keuangan, salah satu bentuk lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah 

bank. 

Kasmir (2000) berpendapat bahwa, “bank adalah lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya”. Peran bank di negara 

Indonesia membantu menggerakkan roda perekonomian negara, lembaga 

keuangan yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah bank 

konvensional. “Bank konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik 

penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan 

mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase 

tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Presentase tertentu ini biasanya 

ditetapkan per tahun.” (Sigit dan Totok, 2006). Bank konvensional membantu 

masyarakat dalam mengelola keuangan baik menyimpan dana maupun 

memperoleh pinjaman. Pada prinsipnya bank konvensional mengenakan bunga 

atas pinjaman yang besarnya berbeda-beda tergantung kebijakan setiap bank. 

Bunga yang dibebankan pada bank konvensional menimbulkan banyak 

pertentangan di masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat 

Indonesia mayoritas beragama islam. Jumlah masyarakat beragama islam di 

Indonesia mencapai 87,18% dari total jumlah penduduk sebesar 237.641.326 jiwa 

pada tahun 2010 (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2010). Masyarakat 

muslim di Indonesia berkeyakinan bahwa prinsip bunga yang dikenakan bank 

konvensional merupakan salah satu bentuk dari riba. Riba dalam islam merupakan 

kegiatan ekonomi yang haram dilakukan, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an 
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Surah An-Nisa ayat 161 yang maknanya “Dan disebabkan mereka memakan riba, 

padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka 

memakan harta benda orang dengan jalan yang batil....”. Surah Al-Baqarah ayat 

275 yang maknanya, “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba....”. Islam dengan tegas melarang praktek riba dalam kedua 

surah diatas. Dari pertentangan yang terjadi muncullah perbankan syariah. 

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya mengacu 

pada hukum islam tidak membebankan bunga pada masyarakat. Pembentukan 

Bank Syariah dilakukan dengan tujuan melaksanakan prinsip-prinsip ajaran islam 

yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan. Keberadaan 

Bank Islam di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998, dan sekarang khusus untuk mengatur perbankan syariah yaitu 

Undang-Undang No.21 Tahun 2008.  

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, “Perbankan 

syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit 

Usaha Syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan, “bank syariah adalah bank 

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”. 

Terdapat dua jenis bank syariah yang dipaparkan dalam Undang-Undang tersebut 

yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Menurut UU No.21 Tahun 2008, “BUS adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Sedangkan, “BPRS 

adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayarannya.” 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia meningkat secara signifikan 

dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menandakan masyarakat memiliki kepercayaan 

terhadap operasional perbankan syariah dalam menjalankan prinsip syariah tanpa 

adanya riba. Jenis perbankan syariah yang mengalami perkembangan yang 

mencolok ada pada BPRS, dalam 10 tahun terakhir BPRS selalu mengalami 
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peningkatan total aset dan total pembiayaannya. Berdasarkan data statistik 

perbankan syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga akhir 

tahun 2017 ada 167 BPRS, 441 kantor, dengan total aset sebesar 

Rp10.840.375.000.000, dan total pembiayaan sebesar Rp7.763.951.000.000. Dari 

total pembiayaan yang terjadi terdapat total pembiayaan bagi hasil sebesar 

Rp901.193.000.000, jadi presentase pembiayaan bagi hasil dari total pembiayaan 

yang terjadi yaitu sebesar 8,62%. 

Tabel 1.1 

Jumlah BPRS, Total Aset dan Total Pembiayaannya di Indonesia 

Tahun 2007-2017 

Tahun 
Jumlah 

BPRS 

Jumlah 

Kantor 

Total aset 

(dalam 

jutaan 

rupiah) 

Total 

Pembiayaan 

(dalam 

jutaan 

rupiah) 

Total 

Pembiayaan 

Bagi Hasil 

(dalam 

jutaan 

rupiah) 

Presentase 

Pembiayaan 

Bagi Hasil 

dari Total 

Pembiayaan 

2007 114 185 1.215.916 892.407 132.197 6,75% 

2008 131 202 1.963.332 1.256.610 156.331 8,04% 

2009 138 225 2.123.581 1.586.919 197.750 8,02% 

2010 150 286 2.738.745 2.060.437 283.425 7,27% 

2011 155 364 3.520.417 2.675.930 322.603 8,29% 

2012 158 401 4.698.952 3.553.520 420.492 8,45% 

2013 163 402 5.833.488 4.433.492 533.379 8,31% 

2014 163 439 6.573.331 5.004.909 690.125 7,25% 

2015 163 446 7.739.270 5.765.171 820.832 7,02% 

2016 166 453 9.157.801 6.662.556 931.205 7,15% 

2017 167 441 10.840.375 7.763.951 901.193 8,62% 

  Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2007-2017 (OJK) 

Salah satu tujuan berdirinya BPRS adalah untuk melayani usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM), sektor UMKM merupakan pangsa pasar yang 
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berbeda pada BPRS dibandingkan dengan Bank Umum dan Bank Umum Syariah. 

Perkembangan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS untuk UMKM dari tahun 

ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun pada tahun 2017 

pembiayaan UMKM lebih sedikit dibandingkan dengan non UMKM. UMKM 

merupakan sektor yang lekat dan menjadi prioritas dalam penyaluran dana 

perbankan syariah. Berdasarkan jenis penggolongan pembiayaan yang terjadi pada 

BPRS, terdapat dua golongan pembiayaan yaitu Usaha Kecil dan Menengah dan 

Selain Usaha Kecil dan Menengah. Berikut tabel pembiayaan BPRS berdasarkan 

golongan pembiayaan : 

Tabel 1.2 

Tabel Pembiayaan pada BPRS Berdasarkan Golongan Pembiayaan di 

Indonesia Tahun 2007-2017 

Tahun 

UMKM 

(dalam jutaan 

rupiah) 

Non UMKM 

(dalam jutaan 

rupiah) 

Total 

(dalam jutaan 

rupiah) 

2007 575.028 315.044 890.072 

2008 657.359 599.291 1.256.650 

2009 833.076 753.843 1.586.919 

2010 1.115.962 944.475 2.060.437 

2011 1.547.205 1.128.725 2.675.930 

2012 2.080.094 1.473.426 3.553.520 

2013 2.620.263 1.813.230 4.433.492 

2014 3.005.858 1.999.051 5.004.909 

2015 3.377.987 2.387.184 5.765.171 

2016 3.570.606 3.091.950 6.662.556 

2017 3.767.877 3.996.074 7.763.951 

  Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2007-2017 (OJK) 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. Salah satu BPRS yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Jember 

adalah PT BPRS Asri Madani Nusantara. PT BPRS Asri Madani Nusantara 
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merupakan BPRS pertama di Kabupaten Jember yang didirikan pada tahun 1994 

dengan nama awal PT BPRS Artha Sinar Mentari (ASRI). Pada tahun 2009 

sempat diakuisisi oleh salah satu BUMN di Indonesia yaitu PT Permodalan 

Nasional Madani. Tahun 2014 melakukan perubahan nama baru menjadi PT 

BPRS ASRI Madani Nusantara seiring dengan pelepasan seluruh kepemilikan 

saham BUMN tersebut senilai Rp1,2 miliar.  

 Seperti halnya BPRS lainnya, BPRS PT Asri Madani Jember memiliki 

banyak prestasi dari 5 penghargaan dengan predikat sangat bagus dari redaksi 

infobank pada beberapa tahun terakhir. Infobank adalah redaksi majalah ternama 

yang membahas mengenai perbankan di Indonesia. Dalam suatu bank terdapat 

berbagai macam produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabahnya, begitu 

juga dengan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember. BPRS ini memiliki tiga 

jenis produk utama yaitu tabungan, deposito dan pembiayaan. Pada produk 

pembiayaan terdapat pembiayaan jual beli (murabahah), pembiayaan sewa 

(ijarah), pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pembiayaan 

talangan (qardhi) dan pembiayaan multi jasa. 

 Sumber pendapatan terbesar dalam suatu bank adalah pada pembiayaan, 

sebagian besar dana operasional dalam sebuah bank diputarkan dan digunakan 

untuk pembiayaan. BPRS sebagai lembaga keuangan syariah harus mencakup dua 

unsur penting yaitu kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi 

sebagai lembaga keuangan. Perlakuan atas akuntansi perbankan syariah 

sebelumnya diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 

yang sekarang diganti dan dijabarkan pada PSAK 101-110.  

 Menurut PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, “Mudharabah adalah 

akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) 

menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak 

selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan 

sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana”. Menurut 

PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah,”Musyarakah adalah akad kerjasama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing 

pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi 
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berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas 

yang diperkenankan oleh syariah”. 

 Pada PSAK 105 dan 106 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas 

transaksi mudharabah dan musyarakah. PSAK ini berguna sebagai pedoman dari 

lembaga keuangan apakah telah melaksanakan transaksi mudharabah dan 

musyarakah sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah terbaru 

yang berlaku. Seharusnya pada semua BPRS sudah menerapkan pedoman 

akuntansi syariah yang ada, akan tetapi sejauh ini belum diketahui sejauh mana 

penerapan yang sebenarnya pada BPRS. Seperti yang telah dijabarkan diatas, 

bahwa dalam perbankan syariah tidak ada istilah bunga dan kredit, melainkan 

dikenal dengan istilah pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan 

yang disalurkan kepada nasabah disebut bagi hasil. Setiap tahun total pembiayaan 

yang terjadi pada PT BPRS Asri Madani Nusantara cenderung mengalami 

kenaikan, akan tetapi tahun 2017 pada pembiayaan bagi hasil mudharabah terjadi 

penurunan yang mencolok hampir separuh dari pembiayaan mudharabah tahun 

sebelumnya. Berikut ini adalah tabel pembiayaan yang terjadi pada PT BPRS Asri 

Madani Nusantara : 

Tabel 1.3 

Total Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara 2014-2017 

Tahun 

Total 

Pembiayaan 

(dalam ribuan 

rupiah) 

Total 

Pembiayaan 

Bagi Hasil 

(dalam 

ribuan 

rupiah) 

Pembiayaan 

Mudharabah 

(dalam ribuan 

rupiah) 

Pembiayaan 

Musyarakah 

(dalam ribuan 

rupiah) 

2014 11.885.886 0 0 0 

2015 15.249.792 578.000 78.000 500.000 

2016 16.241.928 2.424.400 1.227.400 1.197.000 

2017 21.238.062 2.792.650 559.650 2.233.000 

Sumber : Laporan Publikasi (OJK) 2018 
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Dalam praktiknya di PT BPRS Asri Madani Nusantara perlakuan 

akuntansi mudharabah yang dilakukan memberikan penjelasan yang berbeda 

dengan PSAK 105 terkait dengan pengakuan investasi mudharabah dan perbedaan 

lain juga terdapat pada perlakuan akuntansi musyarakah dengan PSAK 106 terkait 

dengan pengakuan investasi musyarakah. Perbedaan tersebut disajikan dalam 

laporan keuangan PT BPRS Asri Madani Nusantara yaitu laporan posisi keuangan 

atau neraca sebagai berikut : 

Tabel 1.4 

Neraca BPRS Asri Madani Nusantara 

per 31 Desember 2017 

AKTIVA Desember 2017 Desember 2016 

Pembiayaan Mudharabah 559.650.000 1.227.400.000 

Pembiayaan Musyarakah 2.233.000 1.197.000 

TOTAL AKTIVA 25.860.098.000 23.453.216.000 

Sumber : Arsip PT BPRS Asri Madani Nusantara 

Ketentuan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga 

independen yang secara langsung mengawasi operasional BPRS mengeluarkan 

surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 9/SEOJK.03/2015 tentang pedoman 

akuntansi perbankan syariah Indonesia bagi bank pembiayaan rakyat syariah 

menetapkan bahwa “Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan 

dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS dan 

penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat 

diperbandingkan, BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

berdasarkan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPRS. Standar 

akuntansi yang berlaku bagi BPRS selama ini adalah Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut PSAK …”. Standar akuntansi 

keuangan syariah yang berlaku efektif per 1 Januari 2017 adalah PSAK 101 

sampai dengan PSAK 110. Ada anggapan masyarakat bahwa penerapan perlakuan 

akuntansi pembiayaan syariah yang sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku 
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secara menyeluruh masih sulit untuk diterapkan karena perlu adanya perubahan 

secara menyeluruh terhadap sistem yang sebelumnya telah berjalan, hal ini 

menjadi penyebab adanya perbedaan antara teori dan praktik yang terjadi. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik 

untuk mengekplorasi penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan bagi hasil yang 

dilakukan oleh PT BPRS Asri Madani Nusantara disesuaikan dengan perlakuan 

akuntansi mudharabah PSAK 105 dan musyarakah PSAK 106. Penelitian ini 

dilakukan karena terdapat beberapa perlakuan akuntansi di PT BPRS Asri Madani 

Nusantara yang belum sesuai dengan PSAK yang berlaku menurut ketentuan 

OJK. Dengan demikian, maka penulis mengangkat sebuah skripsi yang berjudul 

“Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya 

pada BPR SYARIAH (Studi Kasus pada PT BPRS ASRI MADANI 

NUSANTARA JEMBER)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada PT BPRS Asri 

Madani Nusantara Jember dan kesesuaiannya dengan PSAK 105? 

2. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah pada PT BPRS Asri 

Madani Nusantara Jember dan kesesuaiannya dengan PSAK 106? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengeksplorasi perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di PT BPRS 

Asri Madani Nusantara dan mengevaluasi dengan ketentuan PSAK 105. 

2. Mengeksplorasi perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah di PT BPRS 

Asri Madani Nusantara dan mengevaluasi dengan ketentuan PSAK 105. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Mengembangkan dan menambah wawasan pembaca berkaitan dengan 

analisis penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan sistem bagi hasil pada 

perbankan syariah. 

2. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang 

analisis penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan sistem bagi hasil pada 

perbankan syariah. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Manajemen BPRS 

Sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan produk dan pelayanan, 

koreksi atas pelayanan dan sebagai bahan motivasi pihak pimpinan bank 

syariah serta untuk merencanakan program pelayanan yang lebih berkualitas 

dan pemberian informasi terhadap pihak nasabah atas kondisi bank dalam 

melaksanakan kegiatan operasional. 

2. Bagi Pelaku UMKM 

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan aktivitas pembiayaan dengan 

mempertimbangkan penerapan dan kesesuaian perlakuan akuntansi 

pembiayaan bagi hasil. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai bahan untuk menambah referensi dan informasi bagi penelitian 

selanjutnya tentang analisis penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan bagi 

hasil pada BPRS. 

 

1.4.3 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan perlakuan akuntansi 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT BPRS Asri Madani Nusantara 

yang nantinya dapat memberikan gambaran tentang masalah bagaimana 

kesesuaian pelaksanaan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan 
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musyarakah di PT BPRS Asri Madani Nusantara dengan PSAK 105 dan PSAK 

106. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

1. Definisi BPRS 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu 

bentuk lembaga keuangan perbankan syariah yang ada di Indonesia, dengan 

menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan 

mengharamkan adanya suku bunga atau riba. Undang-Undang No. 21 tahun 

2008 tentang perbankan menyatakan, “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran.” Jasa yang dimaksud adalah melakukan lalu lintas 

pembayaran seperti kliring atau jual beli valuta asing. Awal mula berdirinya 

BPRS seiring dengan terbentuknya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 

tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 

tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dan juga mengatur melalui 

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 

diterbitkan pada tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pengkreditan Rakyat. 

Berdasarkan Prinsip Syariah, surat keputusan ini membahas mengenai Bank 

Pengkreditan Rakyat yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah. 

2. Tujuan Berdirinya Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 

Menurut Sumitro (2004), tujuan didirikannya BPR Syariah adalah 

sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama 

kelompok masyarakat lemah yang pada umumnya berada di daerah 

pedesaan. 

b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga 

dapat mengurangi arus urbanisasi 
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c. Membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam 

rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup 

yang memadai. 

Djazuli dan Janwari (2002) menjabarkan tiga tujuan berdirinya BPRS 

tersebut diatas menjadi lima tujuan yaitu: 

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama 

masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada 

di daerah pedesaan. 

b. Meningkatkan pendapatan per kapita. 

c. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan. 

d. Mengurangi urbanisasi. 

e. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi. 

3. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Sama seperti bank konvensional lainnya, terdapat beberapa kegiatan 

usaha yang dapat dilakukan BPRS. BPRS juga melakukan kegiatan 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan usaha BPRS 

secara lengkap dijelaskan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah pasal 21, kegiatan usaha BPRS meliputi : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 

1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. 

2) Investasi berupa deposito, tabungan ataupun bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah 

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 

1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau 

musyarakah. 

2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna. 

3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh. 
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4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak kepada nasabah 

berdasarkan akad ijarah muntahiya bittamlik. 

5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah. 

c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan 

berdasarkan akad wadi’ah atau investasi berdasarkan akad 

mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. 

d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum 

Konvensional, dan UUS. 

e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah 

lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan 

persetujuan Bank Indonesia. 

4. Kegiatan yang Dilarang dilakukan oleh BPRS 

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah pasal 25, kegiatan yang dilarang dilakukan oleh BPRS yaitu: 

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip 

syariah. 

b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran. 

c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran 

uang asing dengan izin Bank Indonesia. 

d. Melakukan kegiatan usaha pengangsuransian, kecuali sebagai agen 

pemasaran produk asuransi syariah. 

e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk 

untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah. 

f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21. 
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2.1.2 Prinsip-prinsip dalam Perbankan Syariah 

1. Prinsip Dasar Syariah 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa pada 

intinya prinsip syariah mengacu pada syariah islam yang berpedoman utama 

kepada Alquran dan Hadist. Ada tiga pilar pokok dalam ajaran islam yang 

mengatur mengenai kehidupan umat islam yaitu Aqidah, Syariah dan 

Akhlaq. Syariah merupakan komponen ajaran islam yang mengatur tentang 

kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) 

maupun dalam bidang muamalah (habluminannas) yang merupakan 

aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. 

2. Prinsip Operasional Perbankan Syariah 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam setiap operasional 

perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip. Prinsip yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai 

kontribusi dan resiko masing-masing pihak 

b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana) 

dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar 

sebagai mitra usaha yang saling besinergi untuk memperoleh 

keuntungan 

c. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan 

keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah 

investor dapat mengetahui kondisi dananya 

d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan 

golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam sebagai 

rahmatan lil alamin. 

3. Riba 

Menurut Al-Manzdur (2003), ”Secara etimologis riba dari kata rabǎ 

asyaiu yarbŭ robwan ribaan berarti zǎda (bertambah) dan namǎ 

(berkembang)”. Secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Sedangkan 
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secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau 

modal secara bathil.  

Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya aspek hukum reksa 

dana syariah di Indonesia (2007) menyatakan bahwa riba berasal dari kata r-

b-w, didalam alquran riba dapat dipahami dalam delapan arti yaitu 

pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar dan juga 

bukit kecil. Dari beberapa arti menjelaskan bahwa, riba artinya tumbuh dan 

membesar. Menurut Ulama Hanafiah dalam Sarkhasi, riba adalah kelebihan 

tanpa ada pengganti dan disyaratkan dalam transaksi jual beli. 

4. Dasar Hukum Pelarangan Riba 

Pelarangan melakukan aktivitas riba disebutkan sesuai firman Allah 

secara bertahap dalam alquran diawali dari Surah Ar-rum (30) ayat 39 yang 

artinya “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 

bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi 

Allah...”, Kemudian pada Surah An-Nisa (4) ayat 161 yang artinya “Dan  

disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah 

dilarang daripadanya dank arena mereka memakan harta benda orang 

dengan jalan yang batil...”, dilanjutkan dengan Surah Ali-Imran (3) ayat 

130 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan riba dengan berlipat ganda...” dan yang terakhir dijelaskan secara 

mendalam dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 276 yang artinya “Orang-orang 

yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
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mereka kekal didalamnya”. Dasar hukum mengenai riba juga terdapat pada 

beberapa Hadist, yaitu: 

a. Hadist riwayat Muslim, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 

melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba (orang 

yang memberi riba kepada pihak yang mengambil riba), juru 

tulisnya, dan dua saksinya. Beliau mengatakan: Mereka itu sama”. 

b. Hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim, “Dari Abu Hurairah 

Radiallahu Anhu dari Nabi Shallahu Alaihi wa Salam beliau 

bersabda : “Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang menyebabkan 

kebinasaan.” Kami (para shahabat) bertanya: “Apa tujuh hal itu, 

wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “...memakan (mengambil) 

riba...”. 

 

2.1.3 Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Menurut Kasmir (2000), pengertian pembiayaan secara umum adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil. Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yang artinya 

membiayai kebutuhan usaha. Secara ekonomi pembiayaan dapat diartikan 

sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain atau 

penciptaan daya beli. Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I 

Trust, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan 

pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) berarti lembaga pembiayaan 

selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk 

melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan 

dengan ikatan dan syarat-syarat jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua 

belah pihak (Rivai dan Veithzal, 2008). 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang 

perbankan pasal 1 nomor 12, “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tabugan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil yang sudah disepakati di awal akad.” 

2. Tujuan Pembiayaan 

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, 

yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk 

tingkat mikro (Muhammad, 2008). 

Secara makro dijelaskan pembiayaan bertujuan : 

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat 

akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan ekonomi mereka 

dapat melakukan akses ekonomi. 

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk 

pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan ini dapat 

diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana 

menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat 

digulirkan. 

c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan 

memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan 

daya produksinya. 

d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan membuka sektor 

usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. 

e. Terjadinya distribusi pendaatan, artinya masyarakat usaha 

produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan 

memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. 

f. Bagi perbankan yang bersangkutan hasil dari penyaluran 

pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan 
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mengembangkan usahanya agar dapat survival dan meluas jaringan 

usahanya, sehingga banyak masyarakat yang dapat dilayani. 

Secara mikro dijelaskan pembiayaan bertujuan  : 

a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka 

memiliki tujuan yang tinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap 

pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk 

dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan 

dana yang cukup. 

b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar 

mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus 

mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. 

c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya jika sumber daya alam 

dan sumber daya manusia, dan sumber daya modal tidak ada, maka 

dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan 

pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya 

ekonomi. 

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat 

ada pihak yang kelebihan dana sementara ada pihak yang 

kekurangan dana. Dalam mekanisme masalah dana pembiayaan 

dapat menjadi jembatan penyeimbang. 

3. Jenis-Jenis Pembiayaan 

Menurut Rohman (2014), jenis-jenis pembiayaan syariah dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan 

dan jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu. 

a. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan. 

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan dapat 

dikelompokkan menjadi empat jenis pembiayaan, yaitu : 

1) Pembiayaan Konsumtif yaitu penyediaan dana oleh bank yang 

diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk 

membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif. Pada 

pembiayaan jenis ini umumnya digunakan untuk perorangan, 
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seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil dan lain 

sebagainya. Dalam pembayaran kembali pembiayaan, nasabah 

membayar angsuran yang ditentukan dari gaji atau pendapatan 

lainnya. 

2) Pembiayaan Investasi adalah penyediaan dana oleh bank 

kepada nasabah untuk aktivitas penanaman dana sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dengan maksud memperoleh 

keuntungan di kemudian hari. 

3) Pembiayaan modal kerja merupakan penyediaan dana oleh 

bank kepada pihak nasabah yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan peningkatan kapasitas produksi untuk keperluan 

perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang 

atau nilai dari barang tersebut. 

b. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu 

Berdasarkan jangka waktunya, pembiayaan dapat dikelompokkan 

menjadi tiga jenis pembiayaan, yaitu : 

1) Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu pembiayaan dengan jangka 

waktu pelunasan kepada pihak bank kurang dari satu tahun 

2)  Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu pembiayaan dengan 

jangka waktu pelunasan kepada pihak bank lebih dari satu 

tahun sampai dengan tiga tahun 

3) Pembiayaan Jangka Panjang, yaitu pembiayaan dengan jangka 

waktu pelunasan kepada pihak bank lebih dari tiga tahun. 

 

2.1.4 Bagi Hasil (Profit Sharing) 

1. Pengertian Bagi Hasil 

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) disebut dengan profit 

sharing. Profit sharing  dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian 

laba. Secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul ketika total 

pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total 

(total cost) (Saija dan Taufik, 2016). Menurut Antonio (2001) berpendapat 
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bahwa, bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam 

perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha pemilik modal (shohibul 

maal)  dan pengelola modal (mudharib). 

Muchtasib (2006) menyatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan 

sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam 

melakukan kegiatan usaha, dimana di dalam usaha tersebut diperjanjikan 

adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua 

belah pihak atau lebih yang terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarohim) di 

masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. 

2. Metode Perhitungan Bagi Hasil 

Metode perhitungan bagi hasil menurut Anshori (2007) metode 

perhitungan bagi hasil terdiri dari metode profit and loss sharing, metode 

profit sharing dan metode revenue sharing. 

a. Metode Profit Sharing 

Metode Profit sharing yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil 

sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang 

didapatkan oleh pengusaha (mudharib), sedangkan apabila terjadi 

kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana (shahibul maal). 

Profit sharing yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan 

setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah 

pola ini dapat digunakan untuk keperluan penyaluran hasil usaha 

lembaga keuangan syariah (Hardiwinoto, 2011). Pada perbankan 

syariah yang menggunakan metode ini istilah yang sering dipakai 

adalah profit and lost sharing yang dapat diartikan sebagai 

pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima 

atas hasil usaha yang telah dilakukan. Menurut Putri (2012) 

dijelaskan bahwa pada sistem profit dan lost sharing terdapat 

perjanjian antara pemberi modal dan pengelola modal dalam 

membagi keuntungan dan kerugian yang didapatkan, jika 

mendapatkan keuntungan maka akan dibagi antara kedua belah 

pihak sesuai dengan porsi nisbah kesepakatan pada awal perjanjian 
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akad. Apabila usaha mengalami kerugian maka akan ditanggung 

bersama sesuai dengan porsi masing-masing, pada saat terjadinya 

kerugian tersebut pemilik modal tidak mendapatkan kembali modal 

investasinya secara utuh atau keseluruhannya sedangkan bagi 

pengelola modal tidak mendapatkan upah atau hasil dari jerih 

payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. 

b. Metode Revenue Sharing 

Metode revenue sharing yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil 

sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (revenue) 

yang diperoleh oleh pengelola dana (mudharib). Sistem revenue 

sharing yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan 

pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana, 

dapat dikatakan juga bahwa revenue sharing yaitu perhitungan bagi 

hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima 

sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan 

untuk memperoleh pendapatan tersebut. 

3. Dimensi Bagi Hasil 

Menurut Mustaqim (2006) berpendapat bahwa “ada beberapa hal yang 

membentuk bagi hasil adalah nisbah bagi hasil, bagi hasil sesuai dengan 

akad, keuntungan yang diperoleh atas pengelolaan dana, serta saldo nominal 

tabungan nasabah”.  

a. Nisbah Bagi Hasil 

“Nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan 

bank syariah” (Antonio, 2001). Nisbah bagi hasil akan memberikan 

gambaran bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah dan bank 

syariah. Tingkat bagi hasil akan disampaikan oleh pihak Customer 

service bank syariah di awal akad, penyampaian ini bertujuan agar 

pihak nasabah mengetahui jumlah proporsi keuntungan yang akan 

diterima atas pengelolaan dananya. Mustaqim (2006) menyatakan, 

“faktor yang memengaruhi nisbah bagi hasil adalah persentase 

nisbah bagi hasil”. Semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil, 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


22 

 

 

maka akan semakin besar keuntungan yang diterima. Sebaliknya, 

apabila persentase nisbah bagi hasil semakin rendah, maka 

keuntungan yang diterima akan semakin kecil. 

b. Bagi Hasil yang Sesuai dengan Akad 

Antonio (2001) menyatakan, “Bagi hasil yang sesuai dengan akad 

merupakan perbandingan antara bagi hasil yang ditawarkan dengan 

bagi hasil yang benar-benar diterima oleh nasabah”. Menurut 

Mustaqim (2006), “salah satu faktor yang membentuk bagi hasil 

adalah jumlah penerimaan bagi hasil sesuai dengan persentase 

nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad”. Tingkat 

kesesuaian antara nisbah dengan bagi hasil yang diterima akan 

menunjukkan konsistensi pihak bank syariah dalam mewujudkan 

janjinya atas pembagian hasil usaha yang telah dibuatnya dengan 

nasabah di awal akad. Kesesuaiaan antara nisbah bagi hasil dengan 

besarnya bagi hasil yang diterima oleh pihak nasabah merupakan 

salah satu pembuktian pihak bank syariah dalam menciptakan 

konsumen nasabahnya. 

c. Keuntungan yang Diperoleh atas Pengelolaan Dana 

“Dana yang disimpan oleh nasabah dalam bentuk tabungan 

Mudharabah akan dikelola oleh pihak bank syariah dengan 

menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha 

yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek 

syariah” (Antonio, 2001). Mustaqim (2006) menyatakan bahwa, 

“salah satu faktor yang membentuk bagi hasil adalah keuntungan 

yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan dana nasabah”. Proses 

investasi dana nasabah yang dilakukan oleh pihak bank syariah ini 

diharapkan akan menghasilkan keuntungan yang besar, dan hasil 

yang diperoleh dari proses investasi dana tabungan mudharabah ini 

sangat menentukan tingkat keuntungan yang akan diterima oleh 

pihak bank syariah dan nasabah. Semakin tinggi keuntungan yang 

diperoleh dari usaha pengelolaan dana, maka semakin besar pula 
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keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank dan pihak nasabah. 

Semakin rendah keuntungan yang diperoleh dari usaha pengelolaan 

dana, maka semakin kecil keuntungan yang akan diterima oleh 

pihak bank dan pihak nasabah. 

d. Saldo Nominal Tabungan Nasabah 

Saldo nominal tabungan nasabah merupakan jumlah nominal 

rupiah yang tetera di rekening tabungan nasabah. Saldo nominal 

tabungan menggambarkan jumlah nominal dana yang dimiliki oleh 

nasabah setelah adanya kegiatan penambahan maupun pengurangan 

dana.  

 

2.1.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) 

1. Pengertian PSAK Syariah 

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang 

melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga 

non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK 

umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS 

terdiri dari PSAK 101 sampai dengan PSAK 110 yang mencakup kerangka 

dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi 

murabahah, salam, istishna’, mudharabah, musyarakah, ijarah, asuransi 

syariah, ZIS dan sukuk. 

 

2.1.6 PSAK 105 pada Akad Mudharabah 

PSAK 105 adalah PSAK yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan pada transaksi mudharabah. PSAK 105 memiliki 

ruang lingkup dalam penerapannya, PSAK 105 diterapkan untuk entitas yang 

melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) 

maupun pengelola dana (mudharib), dalam pernyataannya tidak mencakup 
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pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan 

akad mudharabah. 

1. Pengertian Mudharabah 

Pengertian mudharabah menurut PSAK 105 adalah akad kerjasama 

usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan 

seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku 

pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan 

sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Menurut 

Yaya (2014) berpendapat bahwa, Mudharabah adalah perjanjian atas suatu 

jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak 

kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan 

dana biasa disebut dengan istilah shahibul maal, sedangkan pihak yang 

mengelola usaha disebut dengan mudharib. Keuntungan hasil usaha 

dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak 

awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, shahibul maal akan kehilangan 

imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung. 

2. Rukun Mudharabah 

Menurut Wiroso (2011), rukun dalam mudharabah adalah sebagai 

berikut : 

a. Orang yang berakad 

1) Pemilik modal atau shahibul maal atau rabbul maal 

2) Pelaksanaan atau usahawan atau mudharib 

b. Modal atau maal 

c. Kerja atau usaha atau dharabah 

d. Keuntungan atau rib 

e. Shighat atau ijab qabul 

3. Syarat Mudharabah 

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan erat dengan rukun-rukun 

mudharabah itu sendiri. Syarat sah dalam menjalankan mudharabah yang 

harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 

a. Shahibul mal dan mudharib 
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Menurut Djuwaini (2010), dalam menjalankan mudharabah syarat 

keduanya harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan 

wakil. Hal itu karena mudharib bekerja atas perintah dari pemilik 

modal dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti 

mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap 

untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada unsur yang 

menganggu kecapakan seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, 

jumhur atau pendapat mayoritas ulama juga tidak mensyaratkan 

bahwa keduanya harus beragama islam, karena itu akad 

mudharabah dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-

muslim. 

b. Sighat ijab dan qabul 

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan 

kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam 

melakukan sebuah kontrak.  

c. Modal 

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh shahibul maal 

kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah.  

Syarat-syarat berkaitan dengan modal, yaitu : 

1) Modal harus berupa uang 

2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya 

3) Modal harus tunai bukan utang 

4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja. 

d. Nisbah keuntungan 

Nisbah atau keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai 

kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional 

kepada kedua belah pihak dan proporsi keduanya harus dijelaskan 

pada waktu melakukan kontrak. Perjanjian nisbah biasanya 

dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26 

 

 

e. Pekerjaan atau usaha 

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola 

dana (mudharib) dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh 

pemilik dana (shahibul mal). Pekerjaan dalam kaitan ini 

berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah dan 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak 

dalam transaksi. 

4. Skema Pembiayaan Mudharabah 

Dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah lembaga keuangan 

syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana, berikut gambaran kepada 

pengelola dana dan pemilik dana. Skema pembiayaan mudharabah dapat 

digambarkan pada alur transaksi sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 

Skema Pembiayaan Mudharabah 

Sumber : Hameed dan Yaya (2006) 

 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pengelola dana atau pengusaha (mudharib) memiliki usaha untuk 

dipergunakan sebagai obyek dalam mudharabah. Atas usaha 

tersebut nasabah sebagai mudharib mengajukan permohonan 

kepada shahibul maal untuk dapat membiayai usaha tersebut. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


27 

 

 

b. Pemilik dana (shahibul maal), berdasarkan kehati-hatian, analisis 

dan pertimbangan kelayakan proyek tersebut dapat membiayai 

usaha atau proyek yang diajukan oleh mudharib. Pada prinsipnya 

modal yang harus diserahkan kepada mudharib, sebesar 100% dari 

kebutuhan dana proyek yang akan dijalankan. Shahibul maal hanya 

dapat melakukan pengawasan, tidak diperkenankan untuk ikut 

campur dalam pengelolaan dana tersebut. 

c. Pembagian hasil usaha dilakukan antara mudharib dengan shahibul 

maal sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad dan dilakukan 

dengan cara negosiasi. 

d. Mudharib mengembalikan sisa modal. Mudharib tidak dapat 

menjamin pengembalian dana nasabah (shahibul maal) sebesar 

modal awal (100%), karena ada kemungkinan pengurangan modal 

sebagai akibat kerugian yang disebabkan karena bukan kesalahan 

pengelola modal, sehingga kerugian tersebut ditanggung oleh 

pemilik dana. 

5. Jenis Pembiayaan Mudharabah 

Jenis pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 

diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu : 

a. Mudharabah muqayyadah 

Bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, dengan 

kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam 

hal tempat, cara dan obyek investasi. Dalam transaksi mudharabah 

muqayyadah, bank syariah bersifat sebagai agen yang 

menghubungkan shahibul maal dengan mudharib. 

Dalam PSAK 105 dijelaskan bahwa pemilik dana dalam akad 

mudharabah muqayyadah memberikan batasan kepada pengelola 

antara lain mengenai dana lokasi, cara dan objek pembiayaan atau 

sektor usaha. Misalnya dengan tidak mencampurkan dana yang 

dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak 

mengembangkan pembiayaan dananya pada transaksi penjualan 
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cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk 

melakukan pembiayaan sendiri tanpa melalui pihak ketiga. 

Menurut Wasilah (2009) berpendapat bahwa mudharabah jenis ini 

disebut juga pembiayaan terikat, apabila pengelola dana bertindak 

bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik 

dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas 

konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk konsekuensi 

keuangan. 

 

Gambar 2.2 

Skema Mudharabah Muqayyadah 

Sumber : Wasilah (2009) 

 

b. Mudharabah Muthlaqah 

Bentuk kerjasama  antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya 

pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun 

objek investasi. Pemilik dana pemberi kewenangan yang sangat 

luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang 

diinvestasikan. 

Menurut Wiroso (2011) berpendapat bahwa mudharabah ini 

disebut juga pembiayaan tidak terikat, jenis mudharabah ini 
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ditentukan masa berlakunya, didaerah mana usaha tersebut akan 

dilakukan, tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line 

of service yang akan dikerjakan. Kebebasan yang diberikan tidak 

sepenuhnya bebas akan tetapi memiliki beberapa pengecualian 

yaitu modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk 

membiayai proyek atau pembiayaan yang dilarang oleh agama 

islam. Pengelola memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja 

dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah 

yang ingin dicapai. Namun apabila ternyata pengelola dana 

melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus 

bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang 

ditimbulkan. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu 

yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka 

kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana. 

 

Gambar 2.3 

Skema Mudharabah Muthlaqah 

Sumber : Wasilah (2009) 

 

c. Mudharabah Musytarakah 

Bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal 

atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad musytarakah ini 
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merupakan solusi dalam suatu usaha, pengelola dana memiliki 

modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. 

Diawal kerjasama akad yang disepakati adalah akad mudharabah 

dengan modal 100% dari pemilik dana, pengelola dana ikut 

menanamkan modalnya dalam usaha tersebut mudharabah jenis ini 

merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad 

musyarakah. 

6. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan PSAK 105 

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah dijelaskan akuntansi 

mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi 

mudharabah. BPRS sebagai pemilik dana (shahibul maal) melakukan 

aktivitas perlakuan akuntansi terkait dengan akuntansi mudharabah yaitu : 

a. Persetujuan investasi atau pembiayaan mudharabah. 

b. Penyerahan modal mudharabah baik kas maupun nonkas. 

c. Penerimaan bagian keuntungan hasil usaha mudharabah. 

d. Penerimaan kembali modal mudharabah yang diberikan kepada 

mudharib. 

1) Persetujuan Investasi Mudharabah 

Pada saat persetujuan pengajuan investasi mudharabah yang diajukan 

oleh nasabah, maka kedua belah pihak telah menandatangani persetujuan 

usaha mudharabah yaitu oleh nasabah atau mudharib dengan BPRS atau 

shahibul maal. Proses penyerahan atau pencairan modal dapat dilakukan 

dengan cara langsung sepenuhnya ataupun bertahap. Jika modal yang 

diberikan dari BPRS atau shahibul maal kepada nasabah atau mudharib 

dilakukan secara bertahap maka perlu adanya pencatatan akuntansi yang 

harus dilakukan sebelum modal diserahkan secara penuh yaitu diakui 

sebagai kewajiban komitmen dari BPRS atau shahibul maal. Proses 

persetujuan investasi dan pencairan secara bertahap tersebut dapat 

diilustrasikan pada jurnal sebagai berikut :  
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Ilustrasi jurnal persetujuan investasi mudharabah 

Kontra Komitmen Investasi Mudharabah xxx  

Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah  xxx 

Pada saat modal mudharabah diberikan oleh BPRS kepada nasabah 

atau mudharib baik dalam bentuk kas maupun dalam bentuk nonkas diatur 

mengenai perlakuan akuntansinya pada PSAK 105 paragraf 12 sampai 

dengan paragraf 19 yang isinya : 

12) Dana mudharabah yang disaluran oleh pemilik dana diakui 

sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau 

penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. 

(i) nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, 

maka selisih diakui sebagai keuntungan tangguhan dan 

diamortisasi sesuai jangka akad mudharabah 

(ii) jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, 

maka selisihnya diakui sebagai kerugian 

13) jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai 

disebabkan rusak, hilnag atau faktor lain yang bukan kelalaian 

atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai 

tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi 

mudharabah 

14) jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya 

usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, 

maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil 

15) usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal 

usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana 

16) dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas 

dan aset nonkas tersebut mngalami penurunan nilai pada saat atau 

setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha 

mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi 

jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian 

bagi hasil 
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17) kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain : 

a. Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi 

b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majeur) 

yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad. 

c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang 

18) jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh 

tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi 

mudharabah diakui sebagai piutang 

Pada dasarnya modal mudharabah yang diberikan oleh BPRS atau 

pihak shahibul maal kepada nasabah atau mudharib juga diatur melalui 

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 

tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) paragraf kedua mengenai rukun 

dan syarat pembiayaan poin 3, yang mengatur bahwa modal mudharabah 

yaitu sebagai berikut : 

1) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh 

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat 

sebagai berikut : 

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika 

modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus 

dinilai pada waktu akad. 

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan 

kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai 

dengan kesepakatan dalam akad. 

2) Penyerahan Modal Keseluruhan dalam Bentuk Kas 

Ketentuan mengenai modal mudharabah telah diatur jelas pada aturan 

diatas, BPRS dapat memberikan modal pembiayaan dalam bentuk kas 

maupun nonkas. Atas modal mudharabah yang telah disetujui, maka 

selanjutnya dilakukan proses penyerahan atau pencairan modal kepada 

nasabah. Apabila pembayaran dilakukan secara langsung keseluruhannya 

maka BPRS mencatat jurnal sebagai berikut : 
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Ilustrasi Pencairan Modal Keseluruhan oleh BPRS 

Investasi Mudharabah xxx  

Kas  xxx 

3) Penyerahan Modal Bertahap dalam Bentuk Kas 

Ilustrasi Pencairan Modal Secara Bertahap oleh BPRS 

Pada pencairan dana modal secara bertahap dapat dilakukan dengan 

pencatatan jurnal pengurangan atau penghapusan akun kewajiban komitmen 

yang sebelumnya telah dibuat pada saat persetujuan akad. 

Investasi Mudharabah xxx  

Kas  xxx 

Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah xxx  

Kontra Komitmen Investasi Mudharabah  xxx 

4) Penyerahan Modal dalam Bentuk Nonkas  

Penyerahan modal nonkas oleh BPRS dapat dilakukan pencatatan 

jurnal sebagai berikut: 

Ilustrasi Penyerahan Modal Nonkas oleh BPRS 

Investasi Mudharabah xxx  

Persediaan (Aset Mudharabah)  xxx 

5) Penghasilan Usaha 

Pembagian hasil usaha yang disepakati pada awal akad dapat 

menggunakan metode profit sharing maupun revenue sharing. Metode atau 

prinsip bagi hasil usaha ini juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi 

Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah yang berbunyi : 

a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (Net 

Revenue Sharing) maupun bagi untung (Profit Sharing) dalam 

pembagian hasil usaha dengan mitra nasabahnya. 
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b. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini, pembagian 

hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue 

Sharing) 

c. Penerapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus 

disepakati dalam akad. 

Pada dasarnya saat ini akuntansi syariah menggunakan asumsi dasar 

akrual (accrual basis), akan tetapi untuk hasil usaha yang dapat dibagikan 

untuk kedua belah pihak adalah hasil usaha yang benar-benar diterima (cash 

basis). Penggunaan asumsi dasar akrual digunakan untuk kepentingan 

laporan keuangan, sedangkan untuk menghitung pembagian hasil usaha 

menggunakan dasar pendapatan nyata-nyata diterima. Berdasarkan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem 

distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah, dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis 

maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan. 

b. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan 

sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, dalam 

distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar 

penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis). 

c. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad. 

Dalam PSAK 105 paragraf 20, 22 dan 24 mengatur mengenai 

akuntansi pembagian hasil usaha sebagai berikut : 

20) jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, 

penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil 

sesuai nisbah yang telah disepakati 

22) pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat 

diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realitas penghasilan 

usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui 

pendapatan dari proyeksi hasil usaha 
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24) bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui 

sebagai piutang 

6) Penerimaan dan Pengakuan Bagi Hasil Mudharabah 

Penerimaan dan pengakuan bagi hasil mudharabah BPRS dapat 

mencatat jurnal sebagai berikut : 

Ilustrasi Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah dari Nasabah 

Kas/Rekening Nasabah xxx  

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  xxx 

Jika hingga akhir periode laporan keuangan pihak BPRS atau shahibul 

maal tidak menerima bagi hasil secara tunai atau hanya menerima laporan 

pembagian hasil usaha saja, maka BPRS dapat melakukan pengakuan 

pendapatan dengan menggunakan asumsi akrual basis. BPRS memperoleh 

laporan keuangan dari nasabah atas aktivitas usaha yang telah berjalan, 

laporan secara tertulis nasabah merupakan laporan bagi hasil periode 

sebelumnya yang belum dapat dibayarkan kepada BPRS. Atas penerimaan 

laporan tersebut BPRS dapat melakukan pengakuan dan pencatatan jurnal 

akrual basis sebagai berikut : 

Ilustrasi Penerimaan Laporan Bagi Hasil yang Belum Dibayar 

Piutang Mudharib (Bagi Hasil Mudharabah) xxx  

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  xxx 

Pada saat BPRS menerima pembayaran porsi hak bagi hasil yang telah 

dilaporkan sebelumnya, maka pencatatan jurnal yang dapat dilakukan oleh 

BPRS adalah sebagai berikut : 

Ilustrasi Penerimaan Porsi Pendapatan Bagi Hasil dari Nasabah 

Kas/Rekening Nasabah xxx  

Piutang Mudharib (Bagi Hasil Mudharabah)  xxx 

7) Kerugian Mudharabah 
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Kerugian yang terjadi pada akad mudharabah diatur pada PSAK 105 

paragraf 21 dan 23 sebagai berikut : 

21) kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad 

mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk 

penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah 

berakhir, selisih antara : 

a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian 

investasi 

b. Pengambilan investasi mudharabah diakui sebagai 

keuntungan atau kerugian 

23) kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana 

dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi 

mudharabah 

Pengakuan kerugian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

1) Langsung 

Langsung yang dimaksud adalah pengakuan kerugian langsung 

mengurangi investasi mudharabah 

2) Tidak Langsung 

Tidak langsung dilakukan dengan cara pembentukan penyisihan 

kerugian sesuai dengan kualitas investasi mudharabah. 

Pengurangan investasi mudharabah yang akan terjadi dilakukan 

dari akumulasi penyisihan kerugian yang telah dibentuk. 

Jika pada saat nasabah menyampaikan laporan keuangan usaha 

mudharabah yang mengalami kerugian yang bukan merupakan kesalahan 

nasabah. Maka BPRS dapat melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut : 

Ilustrasi Pengakuan Kerugian Secara Langsung 

Kerugian Investasi Mudharabah xxx  

Investasi Mudharabah  xxx 

Jika menggunakan pengakuan secara tidak langsung, maka dapat dilakukan 

pencatatan jurnal sebagai berikut : 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


37 

 

 

Ilustrasi Pengakuan Kerugian Secara Tidak Langsung 

Pada saat pembentukan penyisihan kerugian 

Beban Kerugian Investasi Mudharabah xxx  

Cadangan Kerugian Investasi Mudharabah  xxx 

Pada saat kerugian timbul dan harus mengurangi investasi mudharabah 

Cadangan Kerugian Investasi Mudharabah xxx  

Investasi Mudharabah  xxx 

8) Penerimaan Kembali Modal Mudharabah 

Pada saat penerimaan kembali modal mudharabah dari nasabah dapat 

diakui sebagai pengurang investasi mudharabah sebesar kas yang diterima. 

Atas penerimaan pengembalian modal secara tunai, maka BPRS dapat 

melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut : 

Ilustrasi Penerimaan Kembali Modal Kas Mudharabah 

Kas/Rekening Nasabah xxx  

Investasi Mudharabah  xxx 

Jika pengembalian modal terjadi keterlambatan, maka diatur dalam 

PSAK 105 paragraf 19 sebagai berikut : 

19) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh 

tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi 

mudharabah diakui sebagai piutang. 

9) Penyajian dan Pengungkapan 

Penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh BPRS atau 

shahibul maal diatur dalam PSAK 105 pada paragraf 36. Hal-hal yang perlu 

disajikan dalam laporan keuangan untuk aktivitas transaksi yang terjadi 

adalah sebagai berikut : 

36) pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan 

keuangan sebesar nilai tercatat. 

37) pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi 

mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada : 
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a. isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, 

pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-

lain; 

b. rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; 

c. penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode 

berjalan; dan 

d. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah. 

 

2.1.7 PSAK 106 pada Akad Musyarakah 

PSAK 106 adalah PSAK yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan pada transaksi musyarakah. Pernyataan ini 

diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah namun pernyataan 

ini tidak mencakup perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang 

menggunakan akad musyarakah. 

1. Pengertian Musyarakah 

Pengertian Musyarakah menurut PSAK No. 106 adalah akad 

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana 

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian 

berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset 

nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Menurut Antonio (2001) 

berpendapat bahwa akad musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara 

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing 

pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

2. Rukun dan syarat Musyarakah 

Terdapat berbagai macam pendapat dari para ahli mengenai rukun dan 

syarat dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah. Menurut Antonio 

(2001) berpendapat bahwa ada beberapa rukun-rukun yang harus dipenuhi 

dalam melaksanakan perjanjian musyarakah, yaitu : 
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a. Pihak yang berakad 

b. Objek akad/proyek atau usaha (modal dan kerja) 

c. Shigat/ijab qabul 

Menurut Wasilah (2009) berpendapat bahwa rukun dan syarat dalam 

melaksanakan pembiayaan musyarakah sebagai berikut : 

a. Pelaku/subjek 

Pelaku/subjek musyarakah terdiri ats para mitra 

b. Objek musyarakah 

Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan 

dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja. 

1) Modal 

a) Modal yang diberikan harus tunai 

b) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, 

aset perdagangan atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak 

paten dan sebagainya 

c) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka 

harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus 

disepakati bersama. 

d) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus digabung, 

tidak diperbolehkan pemisahan modal dari masing-masing 

pihak untuk kepentingan khusus. 

e) Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan 

f) Mitra tidak boleh meminjamkan uang kepada pihak ketiga 

atas nama musyarakah, kecuali telah disepakati bersama. 

g) Mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 

menginvestasikan modal untuk kepentingan pribadi. 

h) Dalam musyarakah tidak ada penjaminan modal, seorang 

mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena 

musyarakah didasarkan atas prinsip al ghunmu bi al ghurmi 

(hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan risiko 

yang diterima). Namun, seorang mitra dapat meminta mitra 
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lain menyediakan jaminan dan dapat dicairkan apabila mitra 

tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja 

i) Modal tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau 

investasi yang dilarang oleh syariah. 

2) Kerja 

a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 

pelaksanaan musyarakah 

b) Para mitra tidak diperbolehkan menyatakan tidak ikut serta 

menangani pekerjaan dalam kemitraan yang telah disepakati 

bersama 

c) Walaupun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya 

tidak harus sama, tetapi mitra yang porsi kerjanya lebih 

banyak bisa meminta bagian keuntungan yang lebih besar 

d) Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili 

mitranya 

e) Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah 

f) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah 

tugas disepakati, berhak mempekerjakan orang lain untu 

menangani pekerjaan tersebut. 

g) Jika seseorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk 

melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang ada 

harus ditanggungnya sendiri. 

c. Ijab Kabul/serah terima  

Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara 

pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, 

melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi 

modern. 

d. Nisbah Keuntungan 

1) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus 

disepakati oleh para mitra di awal akad, sehingga risiko 

perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan 
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2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak 

3) Keuntungan harus dapat dikuantifikasikan dan ditentukan dasar 

perhitungan keuntungan tersebut 

4) Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai 

proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi 

keuntungan 

5) Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri 

dengan menyatakan nilai nominal tertentu, karena jika terjadi 

seperti itu sama halnya dengan riba dan dapat melanggar prinsip 

keadilan dan prinsip untung mulai muncul bersama risiko (al 

ghunmu bi al ghunmi) 

6) Pada prinsipnya keuntungan adalah milik para mitra, tetapi 

diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga 

apabila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan 

tertentu atau cadangan (reserve). 

 

3. Skema Pembiayaan Musyarakah 

 

Gambar 2.4 

Skema Pembiayaan Musyarakah 

Sumber : Wiroso (2011) 
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4. Jenis Pembiayaan Musyarakah 

Menurut PSAK 106 pembiayaan musyarakah dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Musyarakah permanen 

Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan 

bagian dan setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap 

hingga akhir masa akad. 

b. Musyarakah menurun 

Musyarakah menurun atau musyarakah mutanaqisha adalah 

musyarakah dengan ketentuan bagian atas mitra lainnya sehingga 

bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain 

tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. 

5. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan PSAK 106 

Dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah dijelaskan akuntansi 

mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi 

musyarakah. Pada musyarakah terdapat mitra aktif dan mitra pasif, 

penjelasan sebagai berikut : 

Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik 

mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Untuk 

pertanggungjawaban pengelolaan musyarakah dan sebagai dasar penentuan 

bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah 

harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah 

tersebut. Mitra Pasif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik 

mengelola usaha musyarakah 

1) Penyerahan Modal dalam Bentuk Kas 

Ketentuan mengenai modal musyarakah telah diatur jelas pada aturan 

diatas, BPRS dapat memberikan modal pembiayaan dalam bentuk kas 

maupun nonkas. Proses akuntansi yang dilakukan oleh BPRS untuk 

mencatat proses pencairan modal baik dalam bentuk kas maupun nonkas, 

baik secara langsung keseluruhan maupun secara bertahap. Atas modal 

musyarakah yang telah disetujui, maka selanjutnya dilakukan proses 
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penyerahan atau pencairan modal kepada nasabah. Apabila pembayaran 

dilakukan secara langsung keseluruhannya maka BPRS mencatat jurnal 

sebagai berikut : 

Ilustrasi Pencairan Modal Kas oleh BPRS 

Investasi Musyarakah xxx  

Kas  xxx 

2) Penyerahan Modal dalam Bentuk Nonkas 

Apabila investasi musyarakah diberikan dalam bentuk nonkas, maka 

modal musyarakah yang diberikan dalam bentuk nonkas dapat dicatat 

dengan jurnal sebagai berikut : 

Ilustrasi Pencairan Modal Nonkas oleh BPRS 

Investasi Musyarakah xxx  

Aset Musyarakah  xxx 

Perlakuan akuntansi musyarakah mengenai pemberian atau pencairan 

modal kas maupun nonkas secara lengkap diatur dalam PSAK 105 paragraf 

27 sampai dengan paragraf 30 yang isinya : 

27) investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau 

penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif 

28) pengukuran investasi musyarakah : 

a. dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; 

dan 

b. dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika 

terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset 

nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai : 

(i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa 

akad; atau 

(ii) kerugian pada saat terjadinya 

29) investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset 

yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan 

atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan 

tangguhan (jika ada) 
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30) biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi 

kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah 

kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra 

3) Penerimaan Kembali Modal Kas Musyarakah 

Pada saat penerimaan kembali modal kas musyarakah dari nasabah 

maka BPRS dapat melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut : 

Ilustrasi Penerimaan Kembali Modal Kas Musyarakah 

Kas xxx  

Investasi Musyarakah  xxx 

4) Penerimaan Kembali Modal Nonkas Musyarakah 

Pada saat penerimaan kembali modal nonkas musyarakah dari nasabah 

maka BPRS dapat melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut : 

Ilustrasi Penerimaan Kembali Modal Nonkas Musyarakah 

Aset Musyarakah xxx  

Investasi Musyarakah  xxx 

Perlakuan akuntansi musyarakah mengenai penerimaan kembali 

modal kas maupun nonkas secara lengkap diatur dalam PSAK 105 paragraf 

31 dan paragrap 32 yang isinya : 

31) Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian 

dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar : 

a. jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada 

awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau 

b. nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan 

untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan 

kerugian (jika ada). 

32) Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan 

pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar 

jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal 

akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian 

(jika ada). 
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5) Akhir Akad Modal Musyarakah Belum Bisa Dikembalikan 

Ilustrasi Akhir Akad Modal Diakui Piutang Musyarakah 

Piutang Musyarakah xxx  

Investasi Musyarakah  xxx 

Perlakuan akuntansi musyarakah mengenai modal musyarakah yang 

belum bisa dikembalikan secara lengkap diatur dalam PSAK 105 paragraf 

33 yang isinya : 

33) Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum 

dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang 

6) Pengakuan Hasil Usaha Musyarakah 

Ilustrasi Penerimaan Keuntungan Bagi Hasil Musyarakah 

Kas xxx  

Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  xxx 

Perlakuan akuntansi musyarakah pendapatan usaha musyarakah secara 

lengkap diatur dalam PSAK 105 paragraf 34 yang isinya : 

34) Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian 

mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi 

musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. 

7) Pengakuan Kerugian Usaha Musyarakah 

Perlakuan akuntansi musyarakah kerugian usaha musyarakah juga 

diatur dalam PSAK 105 paragraf 34 yang isinya : 

34) … Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan 

porsi dana. 

Apabila pada usaha musyarakah mengalami kerugian maka BPRS 

dapat melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut : 

Ilustrasi Kerugian Bagi Hasil Musyarakah 

Kerugian Investasi Musyarakah xxx  

Penyisihan Kerugian Musyarakah  xxx 
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8) Penyajian dan Pengungkapan 

Penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh BPRS atau mitra 

pasif diatur dalam PSAK 105 paragraf 36 dan paragraf 37. Hal-hal yang 

perlu disajikan dalam laporan keuangan untuk aktivitas transaksi yang 

terjadi adalah sebagai berikut : 

36) Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait 

dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan : 

a. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif 

disajikan sebagai investasi musyarakah; 

b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas 

yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan 

(contra account) dari investasi musyarakah. 

37) Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, 

tetapi tidak terbatas pada : 

a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, 

pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah dan lain-

lain 

b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan 

c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian 

Laporan Laporan Keuangan Syariah 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

 

Judul Penelitian 
Hasil Peneitian 

1  Ranandita 

Hapsari 

(2015) 

Analisis Penerapan Sistem Bagi 

Hasil dan Perlakuan Akuntansi 

Pembiayaan Mudharabah dan 

Musyarakah pada Bank Syariah 

(Studi Kasus pada PT Bank 

Syariah Mandiri Cabang 

Jember) 

Perlakuan akuntansi 

pendapatan pada PT Bank 

Syariah Mandiri baik 

mudharabah dan musyarakah 

telah memenuhi ketentuan 

PSAK No. 105 dan 106 

tentang bagi hasil. 

2 Linda Devi 

Afifi 

(2017) 

Analisis Penerapan Sistem Bagi 

Hasil dan Perlakuan Akuntansi 

Pembiayaan Mudharabah pada 

BMT Maslahah Capem 

Pagelaran Malang 

BMT Maslahah Pagelaran 

Malang menerapkan sistem 

bagi hasil Revenue Sharing. 

Dalam PSAK 105 dijelaskan 

bahwa metode ini menjadikan 

laba bruto sebagai dasar dalam 

pendistribusian hasil usaha. 

Perlakuan akuntansi untuk 

pembiayaan BMT Maslahah 

Pagelaran Malang dengan 

akad mudharabah mengenai 

pengakuan akuntansi 

pembiayaan mudharabah 

belum sepenuhnya sesuai 

dengan PSAK 105. Pengakuan 

keuntungan, pengakuan 

kerugian, pengakuan piutang 

dan pengakuan beban di BMT 

Maslahah telah sesuai dengan 

105. Namun terdapat 

ketidaksesuaian dalam hal 

pengakuan investasi. 

3 Matsalul 

Jaki Mukti 

(2015) 

Implementasi Pernyataan 

Standar Akuntansi Musyarakah 

pada BMT Al-Munawwarah 

Implementasi pembiayaan 

musyarakah pada BMT Al-

Munawwarah telah sesuai 

dengan PSAK No. 106. 

Kesesuaian tersebut sudah 

meliputi pencatatan 

pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan 

transaksi musyarakah. 

Sumber : Data diolah dari berbagai referensi, 2018 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Berikut pendapat dari 

beberapa ahli mengenai pengertian penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) 

berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme dimana kebenaran sesuai dengan hakekat obyek, 

penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana 

peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna 

daripada generalisasi. Menurut Moleong (2016) berpendapat bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang berhubungan dengan pemahaman fenomena yang 

terjadi dalam subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 

secara holistik dengan dengan cara dekripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. 

 

3.2 Unit Analisis 

Unit analisis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian 

yang akan diteliti. Unit analisis dalam suatu penelitian dapat berupa benda, 

individu, kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus 

penelitiannya. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu  PT BPRS Asri Madani 

Nusantara yang berlokasi di Jalan Sentot Prawirodirjo No. 02 Kabupaten Jember, 

telepon (0331) 424646, fax (0331), web www.bprsasri.co.id dan waktu penelitian 

dilakukan pada bulan Maret sampai April 2019. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder, dijelaskan sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Menurut Bungin (2013) berpendapat bahwa data primer adalah data yang 

diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan, data

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


49 

 

 

 

yang diperoleh dari sumber data primer harus diolah lagi. Jadi, data primer 

merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara dari 

objek penelitian oleh peneliti. Data primer dapat berupa berupa opini subjek 

secara individual maupun kelompok. 

2. Data Sekunder 

Menurut Bungin (2013) berpendapat bahwa data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder dibagi 

menjadi dua yaitu internal data dan eksternal data. Jadi, data sekunder 

berupa data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui perantara 

yang dapat berupa bukti, catatan atau laporan-laporan yang berhubungan 

dengan akad mudharabah dan musyarakah baik yang dipublikasikan dan 

tidak dipublikasikan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu wawancara dan dokumentasi : 

1. Wawancara 

Menurut Bungin (2013) menjelaskan bahwa wawancara adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewancara dengan 

responden atau orang yang diwawancara, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode ini bahwa 

setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan 

pedoman wawancara (tidak harus ada). Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik wawancara sistematik dalam memperoleh 

informasi. Wawancara sistematik adalah wawancara yang dilakukan 

dengan cara peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pedoman 

tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada responden. 
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Informan adalah orang yang digunakan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi yang ada pada PT BPRS Asri Madani 

Nusantara. Menurut Moleong (2016) berpendapat bahwa informan 

adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi seorang informan 

harus mempunyai banyak pengalaman dan peran tentang latar 

penelitian dan memiliki kemauan secara sukarela untuk menjadi 

anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. 

Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai mengenai hal 

yang bersangkutan dengan penerapan perlakuan akuntansi 

mudharabah dan musyarakah di PT BPRS Asri Madani Nusantara, 

antara lain : 

 Informan 1 Manajer Pembiayaan Bapak Hendro Pratikto 

 Informan 2 Bagian Marketing Bapak Imam Ghozali 

 Informan 3 Nasabah Mudharabah Ibu Evida Lubna Ichia R 

 Informan 4 Customer Service Ibu Shella Yeyenita 

 Informan 5 Bagian Pembukuan Ibu Sri Tyas Yulias 

 Informan 6 Nasabah Musyarakah Bapak Akhmad Farhan H 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan 

dokumen yang sudah ada yang berasal dari catatan atau dokumen 

tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut 

Herdiansyah (2010) berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah 

salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri 

atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan 

gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan 

dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang 
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bersangkutan. Dokumen dapat dijadikan sebagai alat kontrol utama 

untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara. Adapun jenis 

dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini berupa: 

a. Laporan pertanggungjawaban tahun 2017 berupa laporan 

posisi keuangan, laporan arus kas, laporan laba rugi; 

b. Aplikasi pengajuan pembiayaan dan persyaratan 

pembiayaan. 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data adalah 

sebagai berikut : 

1. Melakukan survey pendahuluan sebelum penelitian di PT BPRS Asri 

Madani Nusantara Jember serta pemahaman terhadap realitas dengan 

menjelaskan gambaran tentang sistem bagi hasil dan pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah dengan melakukan wawancara dengan 

karyawan atau manajer pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan pihak 

nasabah yang melakukan pembiayaan di PT BPRS Asri Madani Nusantara 

serta pengumpulan data-data dan dokumen terkait. 

2. Menggambarkan proses penyusunan laporan keuangan pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah yang dilakukan di PT BPRS Asri Madani 

Nusantara Jember, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan sampai 

dengan hasil akhir penyajian dan pengungkapan laporan keuangan 

berdasarkan dokumen-dokumen yang dikumpulkan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong (2016) berpendapat bahwa teknik analisis data 

merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, 

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis 

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sehingga 

menggunakan teknik analisis data interaktif yang menjelaskan, menggambarkan 

dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai 
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jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan cara membandingkan kondisi 

objektif yang terjadi di BPRS dengan PSAK Syariah.  

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) meliputi tiga 

komponen analisa, yaitu : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 

data kasar yang muncul dari data-data tertulis di lapangan. Selain itu, 

reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam 

reduksi data dapat melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan 

singkat menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih luas. 

2. Penyajian 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menganalisis. 

Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama 

bagi analisis kualitatif yang valid. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi dan alur sebab akibat dan proporsi. 

Kesimpulan-kesimpulan senantiasa diuji kebenarannya, 

kekompakannya, dan kecocokannya, yang merupakan validitasnya 

sehingga akan memperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya. 

 Langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk menganalisis data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 

tentang akad mudharabah. 

2. Memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 106 

tentang akad musyarakah. 
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3. Mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data. 

4. Menganalisis dan menyajikan data, data yang disajikan dalam bentuk 

uraian naratif mengenai penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan sistem 

bagi hasil pada BPRS dan tabel perbandingan dengan PSAK 105 dan 106. 

5. Menarik kesimpulan kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi 

pembiayaan sistem bagi hasil pada BPRS dengan PSAK 105 dan 106 dari 

perbandingan dan memberikan solusi. 

 

3.6 Uji Keabsahan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa informan atau 

narasumber, sering terjadi ketidaksamaan data informasi. Menurut Moleong 

(2016) berpendapat bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Uji keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yaitu triangulasi sumber. Menurut 

Patton (1987) dalam Moleong (2016) triangulasi sumber berarti membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2016) 

terdapat empat teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut : 

1. Derajat kepercayaan (Credibility) 

Uji kepercayaan terhadap data dapat dilakukan dengan memperpanjang 

keikutsertaan, yaitu untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap 

peneliti dan juga kepercayaan peneliti sendiri. Ketekunan dalam 

pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai 

cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan mencari suatu 

usaha untuk membatasi pengaruh-pengaruh yang ada. 

2. Keteralihan (Transferability) 

Keteralihan merupakan validitas eksternal yang menyatakan bahwa semua 

generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua 

konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh 

pada sampel yang representative mewakili populasi itu. Teknik ini menuntut 
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peneliti untuk melaporkan hasil penelitiannya seteliti dan secermat mungkin 

yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. 

3. Kebergantungan (Dependability) 

Kriterium kebergantungan merupakan subtitusi istilah reabilitas dalam 

penelitian yang nonkualitatif. Uji kebergantungan dengan melakukan audit 

terhadap penelitian yaitu dengan tahap praentri, penetapan yang dapat 

diaudit, kesepakatan formal dan penentuan keabsaha data. 

4. Kepastian (Confirmability) 

Penelitian ini dapat dikatakan objektif apabila disepakati oleh banyak orang. 

Pengujian ini menguji hasil yang sudah ditemukan dengan proses yang telah 

dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses yang telah 

dilakukan maka penelitian tersebut sudah memenuhi standar. 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, sebagai 

berikut : 

1. Membandingkan hasil wawancara antara informan yang satu dengan 

informan yang lain, misalnya data hasil wawancara antara kepala bagian 

pembiayaan dengan marketing, Customer Service atau bagian akuntansi, 

serta nasabah yang melakukan usaha. 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan informan dengan data 

dokumentasi, misalnya data hasil wawancara dengan bagian pembukuan 

yang berkaitan dengan perlakuan akuntasi dengan dokumen laporan 

keuangan BPRS. 

 

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian secara keseluruhan yaitu : 

a. Pengumpulan Data, peneliti melakukan pencatatan data yang diperoleh 

sesuai hasil wawancara, dokumentasi. 

b. Reduksi data, peneliti merangkum dan memilih informasi penting yang 

sesuai dengan fokus penelitian. 

c. Uji keabsahan data, setelah dilakukan reduksi berikutnya data diuji 

kebenarannya dengan menggunakan uji triangulasi, yaitu triangulasi 

sumber. 
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d. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat 

memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat 

menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. 

e. Analisis data, dimana peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif. 

Peneliti menganalisis dan mendeskripsikan hasil penelitian serta dokumen 

yang terkait mengenai penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan sistem 

bagi hasil pada BPRS berdasarkan PSAK 105 dan 106.  

f. Penarikan kesimpulan dan verivikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. 

Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data yang menjawab 

dari rumusan masalah. 

g. Memberikan solusi atas temuan ketidaksesuaian yang terjadi berdasarkan 

ketentuan PSAK 105 dan PSAK 106. 
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3.7 Kerangka Berfikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Kerangka Berfikir Penelitian 
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BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil analisis dengan data yang diperoleh dari PT 

BPRS Asri Madani Nusantara dan untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

dirumuskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT BPRS 

Asri Madani Nusantara berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan pada PSAK 105 belum sepenuhnya sesuai dalam praktik 

penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada pengakuan investasi 

(penyerahan dana modal), pengakuan kerugian, pengakuan penentuan porsi 

keuntungan, pengakuan piutang. Adapun beberapa penerapan akuntansi yang 

sudah sesuai mencakup pengakuan investasi (mulainya usaha), pengakuan 

keuntungan (dasar pembagian keuntungan), pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan. 

2. Penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh PT BPRS 

Asri Madani Nusantara berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan pada PSAK 106 belum sepenuhnya sesuai dalam praktik 

penerapannya. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada pengakuan investasi, 

pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan penyajian. Adapun beberapa 

penerapan akuntansi yang sudah sesuai mencakup pengakuan keuntungan, 

pengukuran dan pengungkapan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

5.2.1 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu data dan 

informasi yang diperoleh peneliti terkait dengan nasabah pembiayaan bagi hasil 

sangat terbatas. Hal ini dikarenakan PT BPRS Asri Madani Nusantara perlu 

menjaga kerahasiaan perusahaan berdasarkan peraturan perusahaan mengenai 

keterbatasan akses informasi data nasabah. Proses pengumpulan data informasi 

yang diperoleh peneliti terkait dengan informan BPRS mengalami kesulitan. Hal 
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ini dikarenakan terjadinya perubahan struktur organisasi perusahaan pada saat 

peneliti sedang melakukan pengumpulan data informasi tersebut. Aktivitas 

observasi yang seharusnya dapat dilakukan oleh peneliti terkendala akses 

perizinan. 

 

5.2.2 Saran 

Saran terkait keterbatasan yang dialami peneliti adalah sebagai berikut: 

1) Pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah di PT BPRS Asri 

Madani Nusantara merupakan pembiayaan yang cukup diminati oleh 

masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM. Peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat melakukan pengumpulan informasi dan data mengenai 

nasabah lebih lengkap, khususnya nasabah pembiayaan bagi hasil melalui 

ikut langsung dalam operasional perusahaan dengan proses magang 

2) Bagi PT BPRS Asri Madani Nusantara diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman dan kompetensi karyawan mengenai akuntansi syariah dan 

tidak sepenuhnya bergantung pada sistem akuntansi terkomputerisasi lama 

yang telah digunakan PT BPRS Asri Madani Nusantara 

3) Peneliti selanjutnya diharapkan proses pengumpulan data dan informasi 

dengan informan BPRS lebih terstruktur melalui pembuatan dan pengaturan 

skedul pengumpulan informasi dengan pihak BPRS. 

4) Bagi PT BPRS Asri Madani Nusantara diharapkan dapat memberikan 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat atau calon nasabah yang 

mengajukan pembiayaan bagi hasil mengenai penentuan besaran pembagian 

keuntungan bagi hasil didasarkan pada laporan keuangan dari nasabah 

pembiayaan yang bersangkutan 

5) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi lebih 

menyeluruh melalui pengajuan permasalahan penelitian kepada pimpinan 

BPRS. 
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Lampiran 1 Daftar dan Hasil Wawancara 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

BPRS 

Narasumber dan Jabatan :  

 IMAM GHOZALI  

MARKETING/Kepala Kantor Kas 

Rambipuji 

 HENDRO 

KABAG PEMBIAYAAN 

Waktu /Jam   : 25 MARET 2019/11.00-15.00 WIB 

Tempat   : Kantor Kas Rambipuji 

 

Pertanyaan Umum 

1. Bagaimana latar belakang atau sejarah berdirinya BPRS Asri Madani 

Nusantara Jember ? 

“Tertera pada profil perusahaan” 

2. Apa visi, misi, motto dan tujuan dari BPRS Asri Madani Nusantara 

Jember ? 

“Tertera pada profil perusahaan” 

3. Sejak kapan BPRS Asri Madani Nusantara Jember didirikan ? 

“Tertera pada profil perusahaan” 

4. Berapa jumlah karyawan di BPRS Asri Madani Nusantara ? 

“Tertera pada profil perusahaan” 
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(jika pertanyaan diatas telah dijelaskan pada profil atau data pendukung lain 

maka tidak perlu untuk dijawab ulang) 

Pertanyaan Pembiayaan 

1. Apa saja produk pembiayaan bagi hasil yang ada di BPRS ini ? 

“jadi pembiayaan bagi hasil itu ada dua mas nomer satu itu pembiayaan 

mudharabah, yang kedua musyarakah”  

2. Bagaimana perkembangan pembiayaan bagi hasil dari tahun ke tahun pada 

BPRS ini ? 

“tiap tahun mengalami penurunan atau berkurang dikarenakan 

masyarakat Jember belum siap karena untuk pembiayaan bagi hasil itu tiap 

bulan harus ada laporannya mengenai bagaimana perkembangan 

usahanya” 

3. Apakah  setiap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus 

memiliki rekening dulu ? Apa tujuan pembuatan rekening tersebut ? 

“ya harus memiliki rekening terlebih dahulu karena semua transaksi yang 

terjadi itu melalui rekening nasabah misalnya pencairan dana, 

pengembalian pokok dan pembayaran keuntungan bagi hasil itu melalui 

rekening semua“ 

4. Jenis usaha apa yang diberikan pembiayaan sistem bagi hasil oleh BPRS? 

Apakah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil atau usaha mikro ? 

“untuk di BPRS ini sebagian besar usaha mikro seperti usaha pertanian 

perorangan, toko sembako, toko pakaian dan lain-lain” 

5. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan  bagi hasil untuk calon nasabah 

pembiayaan ? Apakah datang langsung atau pihak BPRS yang mendatangi 

calon nasabah ? 

“tapi kebanyakan kalau di BPRS itu awalnya itu sistemnya jemput bola atau 

mencari nasabah sekaligus untuk sosialisasi mengenai perbankan syariah, 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


131 

 

 

 

akan tetapi untuk proses perjanjian akad itu nasabah harus datang 

langsung ke kantor pusat.” 

6. Apa pertimbangan yang dilakukan oleh BPRS dalam memberikan 

pembiayaan bagi hasil ? 

“seperti yang sebelumnya saya jawab tadi bahwa kebanyakan usaha yang 

dibiayai dengan sistem bagi hasil ini yaitu bidang pertanian tapi tidak 

semuanya ya, pertimbangannya itu bisa dilihat dari estimasi hasil panennya 

untuk pertaniannya, kalau usaha dagang ya penjualannya, pelanggannya 

juga bisa” 

7. Apa metode distribusi bagi hasil yang digunakan pada BPRS ini ? Apakah 

Profit sharing atau Revenue Sharing ? Mengapa menggunakan metode 

tersebut ? 

“kalau untuk di BPRS ini menggunakan revenue sharing, digunakan metode 

ini agar tidak terjadi kemungkinan pembengkakan biaya yang mungkin 

tidak masuk akal” (Bag. Pembukuan : Sri Yulias T) 

8. Apakah calon nasabah harus memberikan jaminan atau memiliki jaminan 

untuk mendapatkan pembiayaan bagi hasil yang diinginkan ? Apakah untuk 

semua jenis pembiayaan ? 

“sebetulnya untuk perbankan syariah khususnya BPRS ini tidak 

menggunakan jaminan untuk semua jenis pembiayaannya, akan tetapi 

untuk masyarakat jaman sekarang kalau tidak ada jaminannya kurang 

greget dan cenderung untuk meremehkan atau teledor. Untuk usaha mikro 

dengan plafon pembiayaan dibawah 3 juta kebawah itu tidak diwajibkan 

untuk memberikan jaminan” 

9. Apakah ada biaya administrasi atau biaya lain misalnya biaya notaris pada 

saat disetujuinya pengajuan pembiayaan oleh BPRS kepada nasabah ? 

“ada biayanya untuk administrasi dan notarisnya itu mas, biasanya 

dijadikan satu dinamakan biaya administrasi. Untuk biaya ini nantinya 

pembayarannya tergantung perjanjian antara bank dengan nasabah 
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apakah diambilkan melalui rekening nasabah atau dibayar langsung tunai 

oleh nasabah melalui teller“ 

10. Apa saja laporan keuangan yang disajikan oleh BPRS ? 

“kita ada neraca, arus kas, laba rugi, perubahan ekuitas. Kalau untuk 

CALKnya itu ada sendiri biasanya” 

11. Apa metode pencatatan akuntansi yang digunakan oleh BPRS ini ? 

“kalau disini accrual basis, ya pada saat terjadinya transaksi tersebut” 

12. Apa standar akuntansi yang digunakan pada BPRS ini ? 

“kita pakai standar dari KAP mas, jadi kan tiap tahun diaudit KAP, nha 

untuk standar akuntansi yang digunakan itu kita ngikut KAP. Soalnya sudah 

lama tidak ada sosialisasi kalau ada peraturan menggunakan standar 

akuntansi yang PSAK itu” 

 

Pertanyaan Penerapan Mudharabah 

1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan bagi hasil mudharabah di BPRS 

Asri Madani Nusantara ? 

“nasabah mengajukan terlebih dahulu ke kantor lewat CS (Costumer 

Service) kemudian mengisi pengajuan sekaligus persyaratan, nasabah 

membutuhkan plafon berapa, selanjutnya diadakan survey, setelah 

ditemukan kemantapan sesuai plafon yang diajukan kemudian kita survey 

ulang untuk akad” 

2. Apa prinsip pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BPRS ini ? Apakah 

mudharabah muthalaqah, mudharabah muqayyadah atau mudharabah 

musytarakah ? 

“untuk prinsip mudharabah yang dilakukan atau yang berlaku di BPRS ini 

kurang begitu paham ya mas, akan tetapi secara garis besar pengertian 
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untuk masing-masing jenis mudharabah tadi yang paling mirip atau cocok 

menurut saya itu mudharabah muthalaqah.” 

3. Apakah BPRS Asri Madani Nusantara memberikan pembiayaan 

mudharabah dalam bentuk kas dan non kas ? 

“sebenarnya ada non kas akan tetapi untuk sekarang tidak digunakan atau 

tidak berjalan, karena pengalaman dari kejadian-kejadian sebelumnya itu 

kita sudah sediakan dalam bentuk non kas atau barang akan tetapi barang 

yang diinginkan oleh nasabah itu tidak sesuai dengan disediakan oleh 

BPRS atau istilahnya kurang cocok. Makanya untuk sekarang BPRS hanya 

memberikan modal berupa kas” 

4. Bagaimana ketentuan dalam memberikan modal pembiayaan dan membagi 

keuntungan atas pembiayaan mudharabah pada BPRS Asri Madani 

Nusantara ? Berapa porsinya ? 

“untuk modal ya 100% dari kami, kalau porsinya keuntungan itu 

tergantung kesepakatan antara nasabah dengan bank, kalau biasanya 

keuntungan yang didapat untuk ketentuan bank itu 60% mudharib 

(nasabah) dan 40% untuk shahibul maal (BPRS), sebenarnya besaran porsi 

tergantung dari proses tawar menawar oleh nasabah dengan BPRS.” 

5. Apakah pembagian porsi keuntungan untuk semua nasabah sama atau ada 

yang berbeda ? 

“ya berbeda mas, tergantung proses tawar-menawarnya, akan tetapi untuk 

akad mudharabah dan musyarakah itu untuk yang pertaniannya dibayarkan 

keuntungannya itu tidak tiap bulan tetapi per panen atau proyek selesai 

untuk nasabah pertanian, untuk usaha lain ya beda lagi tergantung 

kesepakatan” 

6. Bagaimana ketentuan BPRS jika usaha mudharabah yang diberikan 

pembiayaan mengalami kerugian ? Berapa porsi yang ditanggung masing-

masing ? 
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“soalnya ini tidak pernah mengalami kerugian oleh bank, biasanya untuk 

kerugian ini akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi bagi hasil” 

7. Apakah saja kendala yang dihadapi dalam perhitungan bagi hasil 

mudharabah ? Misal perhitungan keuntungan atau kerugian ? 

“kendalanya biasanya masyarakatnya kurang fair ke kita, laporan yang 

ada seharusnya biasanya itu dapatnya 1 ton mereka cuma melaporkan 

berapa ton (pertanian), masyarakatnya itu kurang transparan” 

8. Apakah semua nasabah yang telah melakukan pembiayaan mudharabah 

harus membuat laporan keuangan ? 

“iya, harus membuat laporan keuangan. Yang ini nasabah masih belum 

bisa, rumit katanya. Kok pinjam uang di BPR Syariah rumit harus laporan 

ini itu, ini sebenarnya sifatnya wajib, ketika nasabah kesulitan ini maka kita 

yang membuatkan laporan keuangan ini kadang-kadang, soalnya itu kan 

nanti diminta sama OJK kan laporannya kalau ada pemeriksaan” 

9. Apakah modal mudharabah yang telah diberikan kepada nasabah dapat 

dikelola oleh orang lain atau hanya boleh dikelola oleh nasabah itu sendiri 

? 

“ya sebenarnya tergantung kesepakatan pada saat awal akad, misalnya ada 

pihak ketiga yang akan membantu mengelola usaha, akan tetapi harus 

dijelaskan pada saat awal tersebut. Intinya bisa lah.“ 

10. Apakah BPRS memberikan kebebasan kepada nasabah dalam memilih jenis 

usaha, tempat dan operasionalnya ? 

“iya, bisa. Bebas yang penting tidak menyalahi aturan, baik hukum, negara 

dan agama, serta SOP yang dijalankan di BPRS ini.” 

11. Bagaimana mekanisme proses pengembalian modal yang harus dilakukan 

oleh nasabah ? Bagaimana kebijakan BPRS ? 

“ini tergantung pembiayaannya mas juga tergantung nasabahnya. Jadi 

kalau pembiayaannya mudharabah dan musyarakah ini kan sebagian 
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pertanian dibayarkan bagi hasilnya itu per panen jadi bayarnya ya per 

panennya, kalau usaha lain ya kadang ada yang tiap bulan ada juga yang 

waktu jatuh tempo. Kalau murabahah itu biasanya diangsur tiap bulan.” 

12. Bagaimana mekanisme proses pembayaran keuntungan usaha yang harus 

dilakukan oleh nasabah kepada pihak BPRS ? 

“jadi nasabahnya itu membayar kepada bank sesuai dengan porsi yang 

telah ditentukan tadi, ya nasabahnya yang membayar ke kita. Sedangkan 

nanti kita juga akan membantu menghitungkan berapanya itu” 

13. Apakah pernah ada nasabah yang mengalami gagal bayar ? Bagaimana 

kebijakan yang di berikan oleh BPRS ? 

“sebenarnya banyak mas yang gagal bayar, kebanyakan melebihi jatuh 

tempo. Kalau kebijakannya tidak ada denda, kebijakannya itu pada saat 

gagal bayar hanya kewajiban nasabah mengembalikan pokok saja. Gagal 

bayar ini tidak akan berhubungan dengan jaminan yang diberikan nasabah, 

karena jaminan ini bersifat formalitas dari persyaratan saja.” 

 

Pertanyaan Penerapan Musyarakah 

1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan bagi hasil musyarakah di BPRS 

Asri Madani Nusantara ? 

“sama seperti mudharabah tadi mas” 

2. Apa prinsip pembiayaan musyarakah yang dilakukan di BPRS ini ? 

“maksudnya prinsip itu kurang tau ya mas. kalau setahu saya ya 

musyarakah itu disini ada satu itu” 

3. Apakah BPRS Asri Madani Nusantara memberikan pembiayaan 

musyarakah dalam bentuk kas dan non kas ? 

“sama seperti mudharabah, sebenarnya ada non kas akan tetapi cenderung 

memberikan modal dalam bentuk kas” 
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4. Siapa yang bertindak sebagai pengelola dana pada akad musyarakah ? 

“pada produk musyarakah pada BPRS ini untuk pengelola uangnya ya 

pemilik usaha sendiri dibantu dengan BPRS. Jadi pengelola uang yang 

digabung tersebut adalah mitra aktif atau nasabahnya tadi” 

5. Bagaimana ketentuan dalam memberikan modal pembiayaan dan membagi 

keuntungan atas pembiayaan mudharabah pada BPRS Asri Madani 

Nusantara ? Berapa porsinya ? 

“untuk modal musyarakah itu tergantung, kekurangan modalnya nasabah 

itu berapa ya nanti musyawarah sama kita setelah itu kita tentukan 

porsinya, kira-kira kalau porsi modalnya misalnya ya BPRS 78% atau 80% 

dan nasabah 22% atau 30%, nah nanti untuk keuntungan yang didapat itu 

bank 70% dan nasabah 30%, sebenarnya ya tergantung tawar-menawarnya 

tadi juga mas, tidak ada patokan pasnya.” 

6. Apakah pembagian porsi keuntungan untuk semua nasabah sama atau ada 

yang berbeda ? 

“tetap tergantung proses tawar-menawarnya, ada yang berbeda ada juga 

yang sama.” 

7. Bagaimana ketentuan BPRS jika usaha musyarakah yang diberikan 

pembiayaan mengalami kerugian ? Berapa porsi yang ditanggung masing-

masing ? 

“kalo untuk musyarakah ini kerugiannya itu dihitung berdasarkan porsi 

modal yang disetorkan, kan kalau mudharabah tadi itu berdasarkan 

keuntungan bagi hasilnya” 

8. Apakah saja kendala yang dihadapi dalam perhitungan bagi hasil 

musyarakah ? Misal perhitungan keuntungan atau kerugian ? 

“kalo kendalanya ya sama seperti mudharabah tadi, kurang fair dan 

transparan” 
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9. Apakah semua nasabah yang telah melakukan pembiayaan musyarakah 

harus membuat laporan keuangan ? 

“iya, harus membuat laporan keuangan. Sama kok” 

10. Apakah modal musyarakah yang telah diberikan kepada nasabah dapat 

dikelola oleh orang lain atau hanya boleh dikelola oleh nasabah itu sendiri 

? 

“ya, bisa. Pada waktu perjanjian akad itu diberikan keterangan dan 

penjelasan terlebih dahulu.” 

11. Apakah BPRS memberikan kebebasan kepada nasabah dalam memilih jenis 

usaha, tempat dan operasionalnya ? 

““iya, bisa. Bebas yang penting tidak menyalahi aturan, baik hukum, 

negara dan agama, serta SOP yang dijalankan di BPRS ini.” 

12. Bagaimana mekanisme proses pengembalian modal yang harus dilakukan 

oleh nasabah ? Bagaimana kebijakan BPRS ? 

“sama seperti mudharabah tadi ya mas, jadi modal bisa dikembalikan 

dengan cara diangsur tiap bulan atau dibayarkan pada saat jatuh tempo” 

13. Bagaimana mekanisme proses pembayaran keuntungan usaha yang harus 

dilakukan oleh nasabah atau pengelola dana kepada pihak BPRS ? 

““jadi nasabahnya itu membayar kepada bank sesuai dengan porsi yang 

telah ditentukan tadi, ya nasabahnya yang membayar ke kita. Sedangkan 

nanti kita juga akan membantu menghitungkan berapanya itu. Kalau untuk 

kapan nasabah menyetorkan keuntungannya itu ya bisa per bulan atau 

sesuai perjanjian aja mas” 

14. Apakah pernah ada nasabah yang mengalami gagal bayar ? Bagaimana 

kebijakan yang di berikan oleh BPRS ? 

“melebihi jatuh tempo banyak mas. ya, sama seperti yang saya jelaskan 

tadi.” 
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DAFTAR PERTANYAAN 

BPRS 

Narasumber dan Jabatan : SRI YULIAS TYASNINGSIH 

      BAGIAN PEMBUKUAN 

Waktu /Jam   : 28 MARET 2019/10.00-11.30 WIB 

Tempat   : Kantor Kas Rambipuji 

 

Pertanyaan Perlakuan Akuntansi Mudharabah 

1. Apakah modal dana mudharabah yang diberikan oleh BPRS diakui sebagai 

investasi mudharabah atau pembiayaan mudharabah ? 

“kalau secara akuntansinya disini dicatat pada pos debit pembiayaan 

mudharabah dan pada pos kredit kas atau rekening nasabah” 

2. Apakah investasi mudharabah atau pembiayaan mudharabah dalam bentuk 

kas yang diukur sebesar jumlah yang dibayarkan ? 

“ya, jumlahnya itu sama dengan uang yang dibayarkan. Jika nasabah 

menginginkan pembayaran biaya administrasi atau notaris ya dikurangkan 

dari pengajuannya tadi tanpa mengurangi besarnya plafon pembiayaannya 

tadi” 

3. Apakah modal yang diberikan secara bertahap sebelum diserahkan 

seluruhnya maka diakui sebagai kewajiban komitmen mudharabah ? 

“kalau disini belum, jadi langsung keseluruhan dari modal yang diajukan 

tadi full. Kalo disini di BPR ini kan masih dibatasi untuk pembiayaanya, 

masih golongan kecil sampai menengah” 

4. Apakah usaha mudharabah dianggap berjalan sejak modal dana diterima 

oleh pengelola usaha atau nasabah ? 

“ya, pada saat tandatangan akad atau pengajuannya disetujui, kan itu nanti 

udah langsung cair pada saat itu juga di rekening nasabahnya mas” 
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5. Apakah jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo 

belum dibayar oleh pengelola dana investasi mudharabah atau pembiayaan 

mudharabah diakui sebagai piutang ? 

“seharusnya kalau menurut akuntansinya iya, karena ada pendapatan yang 

seharusnya kita terima. Akan tetapi kalau disini yang disebut piutang itu 

yang ada hubungannya dengan pembiayaan murabahah, misalnya ada 

pendapatan murabahah yang belum diterima atau masih harus diterima 

maka diakui sebagai pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan” 

6. Bagaimana pencatatan ketika terjadi penerimaan bagi hasil atau pendapatan 

oleh nasabah atau pengelola usaha ? 

“oo.. ini langsung masuk ke pendapatan bagi hasil mudharabah, kita itu 

acuannya ya proyeksi keuntungannya mas. jadi pencatatan jurnalnya ya kas 

pada pendapatan bagi hasil mudharabah, tidak pada rekening nasabah” 

7. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah 

berakhir, apakah diakui sebagai kerugian dan akan dibentuk sebagai 

penyisihan kerugian investasi ? 

“oo… kalo pertanyaan ini ada bagiannya sendiri yang bisa menjelaskan ya 

mas, kalau saya kurang paham ya. Sebenarnya ya mas kalau disini itu 

prinsipnya untuk mudharabah itu non profit sharing, maksudnya kerugian 

yang terjadi pada nasabah itu tidak diakui oleh kita, jadi tetap harus 

membayar pokoknya diluar porsi keuntungan bagi hasil yang seharusnya 

diterima.” 

8. Apakah jika ada selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi 

penyisihan kerugian investasi dan pengambilan investasi mudharabah 

diakui sebagai kerugian atau keuntungan ? 

“kami tidak ada ya mas, tidak ada pengakuan atau pencatatan mengenai 

penyisihan kerugian investasi mudharabah mas.” 
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9. Apakah kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana 

dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi 

mudharabah ? 

“iya dibebankan kepada pengelola dana akan tetapi tidak mengurangi 

investasi mudharabah” 

10. Apakah hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai 

piutang ? 

“oo.. ndak, jadi ketika dia (nasabah) tidak membayarkan sama sekali hak 

bagian porsi keuntungan bagi hasilnya, ya kita mengacu ketentuan OJK dan 

dianggap sebagai pembiayaan yang tidak lancar. Jika dia pada satu bulan 

hanya setor 50% atau kurang dari 80% dari proyeksi keuntungan akan 

tetapi bulan berikutnya menyetorkan 100% dari porsi keuntungan untuk 

BPRSnya maka masih dikategorikan lancar. Jadi jika belum bayar ya tidak 

ada pencatatan melainkan diberi keterangan bahwa kurang lancar.” 

11. Bagaimana proses pencatatan pengembalian modal mudharabah dari 

nasabah atau pengelola dana ? 

“nasabah bisa membayarkan pengembalian modal dengan cara diangsur 

tiap bulan ataupun dibayarkan sekaligus pada saat akhir jatuh tempo akad, 

untuk pencatatan akuntansinya sama kas pada pembiayaan mudharabah. 

Akan tetapi pada saat pengembalian modal secara diangsur tiap bulan ini 

akan berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil yang akan diterima 

bank, karena pokok modal pinjaman itu sudah berkurang setelah diangsur 

tadi.” 
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Pertanyaan Perlakuan Akuntansi Musyarakah 

1. Apakah modal dana musyarakah yang diberikan oleh BPRS diakui sebagai 

investasi musyarakah atau pembiayaan musyarakah ? 

“kalau untuk musyarakah ya sama, sama seperti mudharabah. Diakui 

sebagai pembiayaan mudharabah” 

2. Apakah investasi musyarakah atau pembiayaan musyarakah dalam bentuk 

kas yang diukur sebesar jumlah yang dibayarkan ? 

“ya, sama sih seperti mudharabah juga, tapi kan kalau musyarakah kan 

modal yang diberikan itu dicampurkan jadi satu dengan modal nasabah, 

jadi modal yang tercatat pada bank itu ya hanya sebesar porsi modal yang 

diberikan atau disetokan oleh bank.” 

3. Apakah modal yang diberikan secara bertahap sebelum diserahkan 

seluruhnya maka diakui sebagai kewajiban komitmen musyarakah ? 

“sama seperti mudharabah tadi mas, kalau disini belum. jadi langsung 

keseluruhan dari modal yang diajukan tadi full. Kalo disini di BPR ini kan 

masih dibatasi untuk pembiayaanya, masih golongan kecil sampai 

menengah. Seperti yang saya jelaskan tadi.” 

4. Apakah usaha musyarakah dianggap berjalan sejak modal dana diterima 

oleh pengelola usaha atau nasabah ? 

“ya sama kayak mudharabah tadi, pada saat tandatangan perjanjian akad 

atau pengajuannya disetujui, kan itu nanti udah langsung cair pada saat itu 

juga di rekening nasabahnya mas” 

5. Apakah jika akad musyarakah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo belum 

dibayar oleh pengelola dana investasi musyarakah atau pembiayaan 

musyarakah diakui sebagai piutang ? 

“sama seperti yang saya jelaskan tadi pada mudharbah, kalau menurut 

akuntansinya iya, karena ada pendapatan yang seharusnya kita terima. 

Akan tetapi kalau disini yang disebut piutang itu yang ada hubungannya 
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dengan pembiayaan murabahah, misalnya ada pendapatan murabahah 

yang belum diterima atau masih harus diterima maka diakui sebagai 

pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan” 

6. Bagaimana pencatatan ketika terjadi penerimaan bagi hasil atau pendapatan 

oleh nasabah atau pengelola usaha ? 

“oo.. sama ini dengan mudharabah tadi cuman beda akun saja, langsung 

masuk ke pendapatan bagi hasil musyarakah, kita itu acuannya ya proyeksi 

keuntungannya mas. jadi pencatatan jurnalnya ya kas pada pendapatan 

bagi hasil musyarakah, tidak pada rekening nasabah” 

7. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad musyarakah 

berakhir, apakah diakui sebagai kerugian dan akan dibentuk sebagai 

penyisihan kerugian investasi ? 

“oo… ini yang tadi saya juga kurang memahami mas. kalo pertanyaan ini 

ada bagiannya sendiri yang bisa menjelaskan ya mas. Sebenarnya ya mas 

kalau disini itu prinsipnya untuk musyarakah itu juga non profit sharing, 

maksudnya kerugian yang terjadi pada nasabah itu tidak diakui oleh kita, 

jadi tetap harus membayar pokoknya diluar porsi keuntungan bagi hasil 

yang seharusnya diterima.” 

8. Apakah jika ada selisih antara investasi musyarakah setelah dikurangi 

penyisihan kerugian investasi dan pengambilan investasi musyarakah diakui 

sebagai kerugian atau keuntungan ? 

“kalau dikami tidak ada ya mas, tidak ada pengakuan atau pencatatan 

mengenai penyisihan kerugian investasi musyarakah mas.” 

9. Apakah kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana 

dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi 

musyarakah ? 

“iya dibebankan kepada pengelola dana juga sama seperti mudharabah 

akan tetapi tidak mengurangi investasi musyarakah” 
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10. Apakah hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai 

piutang ? 

“oo.. ini sama kayak pertanyaan mudharabah tadi ya.. tidak diakui sebagai 

piutang. Kami ada ketentuannnya sendiri seperti yang sudah saya jelaskan 

tadi” 

11. Bagaimana proses pencatatan pengembalian modal mudharabah dari 

nasabah atau pengelola dana ? 

“intinya ya sama ini musyarakah dan mudharabah ini kebijakannya, 

nasabah bisa membayarkan pengembalian modal dengan cara diangsur 

tiap bulan ataupun dibayarkan sekaligus pada saat akhir jatuh tempo 

akad, untuk pencatatan akuntansinya sama kas pada pembiayaan 

mudyarakah. Akan tetapi pada saat pengembalian modal secara diangsur 

tiap bulan ini akan berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil yang 

akan diterima bank, karena pokok modal pinjaman itu sudah berkurang 

setelah diangsur tadi.” 
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Lampiran 2 Aplikasi Permohonan Pembiayaan 
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Lampiran 3 Persyaratan Pengajuan Pembiayaan 

 

Lampiran 4 Slip Tabel Jadwal Angsuran 
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Lampiran 5 Profil Perusahaan 
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PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH 

ASRI MADANI NUSANTARA 

 

 

 

PROFIL PERUSAHAAN 

(Company Profile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JL. SENTOT PRAWIRODIRJO NO. 02 JEMBER 

TELP. : (0331) 424646, 427273.  FAX. : (0331) 424646 
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B A B  I 

ASPEK LEGALITAS PERUSAHAAN 

1. SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN 

 PT. BPRS Asri Madani Nusantara mulai beroperasi pada tanggal 14 Oktober 1994 

di Kecamatan Wuluhan, Jember dengan Nama PT. BPRS ARTHA SINAR MENTARI (ASRI). 

 PT. BPRS ASRI merupakan BPR Syariah pertama di Kabupaten Jember, bahkan 

sebelum Bank-bank umum syariah membuka cabangnya di Jember. Tahun 2000 

merupakan momentum yang tidak akan terlupakan dari sejarah ASRI. Seiring dengan 

perkembangan yang dicapai, maka pada tahun tersebut PT. BPRS ASRI hijrah ke tengah 

kota yaitu di Jl. PB Sudirman 23 Jember, bersaing dengan Bank Muamalat dan bank – bank 

umum konvensional yang ada di sekitarnya.  

 Persaingan semakin ketat saat tahun 2006 Bank Syariah Mandiri membuka 

cabangnya di Jember yang lokasinya tak jauh dari PT. BPRS ASRI, yang kemudian diikuti 

dengan Bank Umum Syariah lainnya. 

 Momentum  selanjutnya terjadi pada tahun 2009 saat PT. BPRS ASRI diakuisisi 

oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), salah satu BUMN di Indonesia. 

Perubahan struktur kepemilikan, persaingan yang semakin ketat, dan mendekatkan ke 

pasar merupakan sebagian alasan kepindahan lokasi kantor ke Ruko Graha Wijaya No. 1, 

Jl. Dharmawangsa, Jubung pada bulan Agustus 2009 hingga Agustus 2014. 

 Perubahan nama juga dilakukan untuk memberi warna baru bagi PT. BPRS ASRI. 

Nama ASRI yang dulu merupakan akronim dari Artha Sinar Mentari tetap digunakan pada 

nama baru yaitu PT. BPRS ASRI MADANI NUSANTARA. Pada bulan Agustus 2014 lokasi 

kantor pusat dipindahkan ke Jl. Sentot Prawirodirjo No. 2 hingga sekarang. 

 Perubahan kepemilikan, perbaikan manajemen dan kinerja mulai membuahkan 

hasil. 

Pada bulan Oktober 2013 PT. BPRS Asri Madani Nusantara mendapat penghargaan The 

Best Sharia Finance Award 2013 dari Majalah Infobank. PT. BPRS Asri termasuk dalam 6 

besar BPRS dengan Kinerja “Sangat Bagus” se- Indonesia (penilaian Desember 2011 – 

Desember 2012) untuk kategori BPR Syariah dengan aset di bawah 10 miliar rupiah. 
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 Pada bulan Oktober 2014 PT. BPRS Asri Madani Nusantara kembali mendapat 

penghargaan The Best Sharia Finance Award 2015 untuk kategori BPRSyariah dengan 

aset 10 – 25 miliar rupiah.  

 Pada bulan Oktober 2015 PT. BPRS Asri Madani Nusantara kembali mendapat 

penghargaan The Best Sharia Finance Award 2014 untuk kategori BPRSyariah dengan 

aset 10 – 25 miliar rupiah dengan posisi 3 (tiga) besar Nasional.  Diharapkan pada tahun – 

tahun berikutnya PT. BPRS Asri Madani Nusantara dapat mempertahankan penghargaan 

tersebut. 

  Profile usaha sebagai berikut : 

DATA PERUSAHAAN 

PERSEROAN TERBATAS  

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER 

 

Nama                          : PT. BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER 

Alamat : Jl. Sentot Prawirodirjo No. 02, 

   Kecamatan Kaliwates – Kabupaten Jember. 

Telp. / Fax. : 0331 424646 

Bentuk badan hukum : Perseroan Terbatas (Sifat : Tertutup) 

Akte Pendirian No. : 139, tanggal 18 Februari 1994, Notaris H. Ashar Alia, SH. 

Persetujuan Menteri :Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-

3264.HT.01.01.TH.94; 

IjinPerinsip BI : Surat Keputusan Departemen Keuangan Republik 

Indonesia No. : S=073/MK.17/1993, Tanggal 30 Januari 

1993 

Ijin Usaha  : Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No. : Kep-201/KM.17/1994, 18 Juli 19. 
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Akte Perubahan Nama : Akte ,Notaris Elly Herawati Sutedjo,SH. No. 80, tanggal 

16 November 2010. 

Persetujuan BI :Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia. No. 

13/1/KEP.PBI/Jr/2011 

Persetujuan Menteri : SuratKeputusanMenteriHukumdan Ham RI Nomor : 

AHU—00951.ah.01.02.Tahun 2011. tanggal 07 Januari 

2011; 

N P W P : ’01.612.791.2-626 

Tanda Daftar Perusahaan nomor : 13.07.1.64.00467 

PERMODALAN 

Modal Dasar : Rp.  6.000.000.000 (enam milyar rupiah); 

Modal disetor            : Rp. 2.478.250.000 (dua milyar empat ratus tujuh puluh 

delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

Pengurus Bank Dan Dewan Pengawas Syariah : 

No. Nama Jabatan 

1 dr.H. Olong Fadjri Maulana, MARS Komisaris Utama 

2 Dra. Siti Asiyah Idawati Komisaris 

3 H. Safrudin Edi Wibowo, Lc, M.Ag Ketua Dewan Pengawas Syariah 

4 H. Kusno, S.ag,M.Pd I Anggota Dewan Pengawas Syariah 

4 Fendi Furqoni Muhammad, ST Direktur Utama 

3 Robert Hariono, SE Direktur 
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2. RIWAYAT SINGKAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENGURUS 

BANK 

a. Dewan Pengawas Syariah 

Daftar Riwayat 

Hidup 
 

H. Safrudin Edi Wibowo, 

Lc, MAg 

H. Kusno S.Ag M. Pd I 

Tempat, 

tanggal lahir 
: 

Kebumen. 10 Maret 

1973 

Lamongan, 2 Juli 1972 

Alamat : 

Perum Bumi Mangli 

Permai Blok BB - 16 

Mangli - Jember 

Jl. Nusa Indah VII/195 Jember 

Jenis Kelamin : Laki-laki Laki - laki 

Agama : Islam Islam 

Status 

Perkawinan 
: Kawin 

Kawin 

Nama 

Istri/Suami 
: Fathiyaturrahmah 

Fauziah Inwinarmi 

Pendidikan 

Formal 
: 

Lulus SD II 

Grogolbeningsari 

Pertanahan Kebumen  

Lulus SD MI Islamiyah 

 

  

Lulus SMP MTs 

Wathaniyyah Islamiyah 

Pertanahan Kebumen 

Lulus SLTP MTS Negeri 

  

Lulus SMA MAPK MAN 

Yogyakarta I Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Lulus SLTA MAN PK 

  

Lulus Sarjana Fak. 

Ushuluddin Jur. Tafsir 

Univ. Al-Azhar Kairo 

Mesir 

Lulus Sarjana IAIN Surabaya Cabang Jember 
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Lulus Studi Pasca Sarjana 

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

Lulus Pasca Sarjana STAIN Jember  

Pendidikan 

Non Formal 
: 

2013 – Workshop SOP 

Akad Perbankan Syariah 

2015, Sosialisasi Keuangan Syariah di Mataram 

Lombok 

  

2017, Annual Meeting 

DPS 

2015- Sosialisasi Keuangan Syariah & 

Optimalisasi Fungsi Dewan Pengawas Syariah 

dalam Menjaga Kemurnian Bank Syariah 

 

  

2018, Workshop 

Sertifikasi&Capacity 

Bulding DPS 

2018, Workshop Sertifikasi&Capacity Bulding 

DPS 

Pengalaman 

Organisasi 
: 

2006-2010 Koordinator 

MTDK PCM Mangli 

Jember  

2006-2008 Sekretaris 

Majlis PDM Jember  

2008- 2010 Anggota 

Majlis Tarjih  PDM 

Jember 

2016 – sekarang Ketua 

Majelis Tarjih PDM 

Jember 

 

1999 Diklat TOT  UKM dan Perkoperasian 

2000 Diklat ADUM ( Administrator & 

Manajemen) 

2003 Diklat Auditor Pangan Halal MUI 

2004 Diklat Pengawasan PKPRI 

 

Pengalaman 

Kerja 

 

: 

 

1999- 2001 Staf Pengajar 

MAN Yogyakarta I  

 

1993- 2000 Pengatur Personalia SDM/ 

Kepegawaian 

  

2001 – Sekarang Dosen 

Sekolah 

Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Jember 

2000- 2003 Kasubsi Bina Keluarga 
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2003 – Sekarang Dosen 

FAI Universitas 

Muhammadiyah Jember 

2003 – 2005 Penyuluh Agama Fungsional ( PAF 

) 

  

2003 – Sekarang Dosen 

Sekolah Tinggi Ilmu 

Tarbiyah (STIT) al-Islah 

Bondowoso 

2005 – Sekarang Kepala KUA 

  

2015-..... Ketua Dewan 

Pengawas Syariah BPRS 

Asri MN 

2015-... Anggota Dewan Pengawas Syariah 

BPRS Asri MN 

   2016 – Sekretaris ketua PDM Kab. Jember 

   2017-... Ketua PDM Jember 

 

b. Dewan Komisaris 

Daftar 

Riwayat 

Hidup 

dr. H. Olong Fadjri 

Maulana, MARS 
Dra. Siti Asiyah Idawati, APt 

Tempat, 

tanggal lahir 
Jember, 03-05-1954 Pamekasan, 16 September 1964 

Alamat : Jl. Mastrip 25 Jember Jl. Kalingga  11  Sumbersari Jbr 

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan 

Agama : Islam Islam 

Status 

Perkawinan 
: Kawin Cerai Mati 

Nama 

Istri/Suami 
: Dwi Ari Ediati Dr. Hari Basuki (Alm) 

Pendidikan 

Formal 
: 

1966, Lulus SD Trunodjojo 

Jember 
1977, lulus SD Seroja Surabaya 

  
1969, Lulus SMPN 2 

Jember 
1980, lulus SLTP 2 Bangkalan 
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1972, Lulus SMAN 1 

Jember 
1983, SMA 3 Pamekasan 

  

1980, Lulus Fak. 

Kedokteran Univ. 

Airlangga Surabaya 

1989, lulus Farmasi Universitas Airlangga 

  

2002,Lulus Magister 

Administrasi Rumah Sakit 

Univ. Airlangga 

 

Pendidikan 

Non Formal 
: 

2017, Sertifikasi komisaris 

BPR Syariah 
2016 - Sertifikasi komisaris BPR Syariah 

   

Pengalaman 

Kerja 
: 

1988-1996, Dinas 

Kesehatan Kab. Jember 
1990-2003, Apoteker Apotik Karya Husada 

 

1997-2001, Kabag. 

Keuangan RSUD dr. 

Soebandi, Jember 

1994-1998,Kepala Sekolah SMA Farmasi 

 

2002-2005, Wadir. 

Keuangan RSUD dr. 

Soebandi, Jember 

1998-sekarang,Dosen FIKES UNMUH Jbr 

 

2005- 2011 (pensiun), 

Kepala Dinas Kesehatan 

Kab. Jember 

2003-2006,Apoteker Apotik Mandiri 

 

s/d 2015 Komisaris PT. 

BPRS Asri MAdani 

Nusantara 

2011-sekarang, penanggungjawab alat 

kesehatan PBF Milenia 

 

2015s/d … Komisaris 

Utama PT. BPRS Asri 

Madani Nusantara 

2015-…., komisaris PT BPRS Asri Madani 

Nusantara. 
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c. Dewan Direksi 

Daftar Riwayat 

Hidup 
 Fendi Furqoni M., ST Robert Hariono, SE 

Tempat, 

tanggal lahir 
: Jember, 08 Oktober 1976                                                                          Jember, 15 Mei 1965 

Alamat : 
Jl. Kalimantan  II/3 Lingk. 

Tegal Boto Lor 

Jl. Sriwijaya, Perum. Jember Permai III Blok 

A-6, jember 

Jenis Kelamin : Laki – laki Laki-laki 

Agama : Islam Islam 

Status 

Perkawinan 
: Kawin Kawin 

Nama 

Istri/Suami 
: Dwi Eny Lestari K.S, S.Psi. Tri Rini Yayuk Andayani 

Pendidikan 

Formal 
: 

1989, Lulus SD AlFurqon 

Jember 
1979, Lulus SDN Gumelar III 

  1992, Lulus SMPN 1 Jember 1982, Lulus SMPN 1 Rambipuji 

  1995, Lulus SMA 1 Jember 1985, Lulus SMA Widyatama, Jember 

  

1996 Lulusan  D1 Program 

Pendidikan Komputer 

Indonesia – Amerika  

1990, Lulus Sarjana Ekonomi Univ. 

Muhammadiyah Jember 

  

2001, Lulus Sarjana Teknik 

Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember  (ITS) Surabaya 

 

Pendidikan Non 

Formal 
: 

2002, Training Manajemen 

SDM di Ciawi Bogor, Bank 

Bukopin 

2001, Up Grading AO Seminar BPRS Se 

Indonesiadi Cisarua Bogor 

  
2002, Training Operasional 

Perbankan Bank Bukopin  
2006, ESQ Leadership Training di Malang  

  
2002, Training Basic Credit 

Perbankan Bank Bukopin 

2011, Sertifikasi Profesi Direksi BPRS di 

Cisarua Bogor 
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2008, Training Penyelesaian 

Kredit Bermasalah PT. PNM 

(Persero) 

2011, Budaya Kerjadan Motivasi di 

makassar 

 

  
2010, Training Perbankan 

Syariah PT. PNM (Persero) 

2011, Pengelolaaan dan Pengendalian 

Resiko Operasional Bank syariah secara 

Efektif dan Efisien di Surabaya 

  
2010, Sertifikasi Direksi 

BPRS Angkatan XV 

2012, Pendidikan Bank Indonesia di 

Banjarmasin 

  

2012, Penyelesaian 

Sengketa Pada Perbankan 

Syariah 

2012, Sosialisasi Ketentuan BPRS di 

Surabaya 

  

2014,Tantangan dan 

Peluang Industri Perbankan 

Keuangan Syariah 

Menghadapi MEA 

2014,Pendidikan Pengurus BPR/BPRS 

  
2014,Pelatihan legal 

Pembiayaan 

2014,Sosialisai Manfaat Program BPJS 

Ketenagakerjaan 

  

2015, Strategi Industri 

Perbankan & keuangan 

syariah 

2015,Pendidikan Internal Audit 

  
2015, Survailen Sertifikasi 

Direksi di Bogor. 
2015, Workshop SID 

  
2015, Sosialisasi Keuangan 

Syariah di Mataram Lombok 
2015, Survailen Sertifikasi Direksi di Bogor. 

  

2015, Seminar Strategi 

Industri 

Perbankan&Keuangan 

Syariah 

2016, Manajemen Risk dan G.C.G. 

 

  

2015, Seminar Strategi 

Industri Perbankan & 

Keuangan Syariah 

2016,Pend Pegawai BPRS Tentang APU&PPT 

  2016, Pelatihan dan Work 

Shop MMQ 
2017, Pelatihan APPU/PPT 

  2017, Workshop RBB 2017, Pelatihan RBB 
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2018, Workshop 

Sertifikasi&Capacity 

Bulding DPS 

2017, Pelatihan PPATK 

   2017, Pelatihan Akuntansi Syariah 

  
 2018, Pendidikan Pegawai Kepatuhan dan 

Manajemen Resiko 

Pengalaman 

Kerja 
: 

2000- 2001, Consumer 

Statisfaction Project di PT. 

TELKOM Divre 5 Jawa Timur 

UnitTELKOMNET Instant 

bersama tim SMSI ITS, 

Surabaya 

1990- 1994, Pembukuan CV. Hans Jember 

  

2002- 2005, Account Officer 

pembiayaan BPR/S dan 

LKMS/S PT. PNM (Persero) 

1994- 1996, Pembukuan PT. BPRS Asri 

Jember  

  

2009- 2015, Penugasan dari 

PNM sebagai 

Direktur(Afiliasi) di PT. BPRS 

Asri Madani 

Nusantara(AMN) Jember 

1996- 2000, AO PT. BPRS Asri Jember 

  

2015-sekarang, Direktur 

Utama PT. BPRS Asri Madani 

Nusantara Jember 

2000- 2008, Direktur PT. BPRS Asri Jember 

   
2008- 2011, Kabag Pembiayaan PT. BPRS 

Asri  Madani Nusantara Jember  

   
2011, Kabag Operasional PT. BPRS Asri 

Madani Nusantara Jember 

   
Juni 2011 – 2015, Direktur Utama PT. BPRS 

Asri Madani Nusantara 

   
2015-sekarang, Direktur PT. BPRS Asri 

Madani Nusantara Jember 
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STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Sumber daya manusia (SDM) BPRS : 26 

RUPS 

Kabag. Operasional 

Runtut Tri Prastawaningsih, 

Direktur Utama 

Fendi Furqoni Muhammad, 

Dewan Pengawas 

Syariah 

Dewan Komisaris 

1. dr. H. OlongFadjri 

Kabag. Pembiayaan 

Hendro Pratikto 

S P I 

Yurius Sabiq 

Direktur 

Robert Hariono, SE 

Kepatuhan 

Asist

en 

AO 

Budi

AO 1 

Joni 

Agus 

M 

AO 2 

Vendi

k 

Budiy

AO 

3 

Ruhi

yana 

AO 5 

Hus

nul 

Arifi

Teller 

vinda 

Teller 

Rafi F 

Kepala Kas 

Antirogo 

Kepala Kas 

Semboro 

Kepala Kas 

Rambipuji 

Kepala kas Balung 

Slamet Widodo 

Telle

r 

Frisk

   Teller 

Okta 

 

SDM/IT

/SLIK 

Tri 

Susilow

Prabakt

i 

Kadir 

Lega l 

 

Ninin

g 

Umu

m 

Slame

Teller 

 

Lia 

Estika  

Adm. 

PBY 

&Qordh

ulHasan 

CS/AP

U PPT 

 

Shella 

Yeyenit

Pem

buku

an 

Sri 
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1. STATUS GEDUNG BPRS DAN INVENTARIS KENDARAAN YANG 

DIMILIKI : 

Status gedung yang saat ini digunakan sebagai kantor BPRS adalah milik YPTK 

Jember, pemakaian gedung oleh BPRS dalam bentuk sewa kontrak dengan 

perjanjian. 

Jumlah kendaraan inventaris yang dimiliki oleh BPRS dalam menjalankan 

operasional antara lain : 

a. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza tahun 2015; 

b. 1 (satu) buah mobil Toyota Inova tahun 2014; 

2. KELOMPOK USAHA TERKAIT : 

Sampai saat ini BPRS 74.44% sahamnya dimiliki oleh Yayasan Pendidikan 

Tenaga Kesehatan (YPTK) Jember, sementara struktur kelompok usaha yang 

terkait secara langsung dengan BPRS belum ada, akan tetapi kelompok usaha 

yang memiliki keterkaitan kepemilikan oleh Yayasan Pendidikan Tenaga 

Kesehatan (YPTK) Jember antara lain : 

a) Sekolah Menengah Farmasi; 

b) Akademi Kebidanan; 

c) Akademi Farmasi; 

3. JARINGAN KANTOR : 

Jaringan kantor sampai dengan periode bulan Oktober 2015 terdiri dari : 

a. 1 (satu) Kantor Pusat; 

b. 3 (tiga) Kantor Kas, yaitu : 

 Kantor Kas Antirogo 

Alamat : Komplek SMK Farmasi  

             jl. Pangandaran No. 42 Jember 

Telp.    : 0331 321176  

 Kantor Kas Semboro 

Alamat : Jl. Kartini Komplek Pasar Semboro Blok 6 Plus  

Telp.    : 0336 443949  

 Kantor Kas Rambipuji 
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Alamat : Komplek SMA Muhammadiyah I Rambipuji 

             jl. Gajah Mada No. 61 Rambipuji 

Telp. : 0331 711972 
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Lampiran 6 Laporan Keuangan BPRS 
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Lampiran 7 Foto Dokumentasi 
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Lampiran 8 Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 9 Proposal Pengajuan Penelitian 

 
 

PROPOSAL 

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 

PADA PT BPRS ASRI MADANI NUSANTARA 

 

 

 

 

 
(diajukan sebagai persyaratan pengajuan penelitian skripsi dengan judul) 

 

 

 
ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL DAN PERLAKUAN 

AKUNTANSINYA PADA BPR SYARIAH 

(STUDI KASUS PADA PT BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER) 

 
 

 

 

 

 

Oleh 

Sofyan Nur Ihsan 

NIM 140810301089 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN S1 AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS JEMBER 

2019 
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1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbanyak 

ke empat di dunia sebanyak 261.115.460 jiwa (Bank Dunia, 2016). Jumlah 

penduduk Indonesia yang semakin banyak membawa pengaruh besar pada kegiatan 

perekonomian negara. Aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu negara harus 

memiliki sarana pembantu perekonomian masyarakat yaitu lembaga keuangan, 

Salah satu bentuk lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah bank. 

Kasmir (2008) berpendapat bahwa, “bank adalah lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya”. Peran bank di negara 

Indonesia membantu menggerakkan roda perekonomian negara, lembaga keuangan 

yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah bank konvensional. “Bank 

konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun 

dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa 

bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu 

periode tertentu. Presentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.” (Sigit dan 

Totok, 2006). Bank konvensional membantu masyarakat dalam mengelola 

keuangan baik menyimpan dana maupun memperoleh pinjaman. Pada prinsipnya 

bank konvensional mengenakan bunga atas pinjaman yang besarnya berbeda-beda 

tergantung kebijakan setiap bank. 

Bunga yang dibebankan pada bank konvensional menimbulkan banyak 

pertentangan di masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat 

Indonesia mayoritas beragama islam. Jumlah masyarakat beragama islam di 

Indonesia mencapai 87,18% dari total jumlah penduduk sebesar 237.641.326 jiwa 

pada tahun 2010 (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2010). Masyarakat 

muslim di Indonesia berkeyakinan bahwa prinsip bunga yang dikenakan bank 

konvensional merupakan salah satu bentuk dari riba. Riba dalam islam merupakan 

kegiatan ekonomi yang haram dilakukan, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah 

An-Nisa ayat 161 yang maknanya “Dan disebabkan mereka memakan riba, 

padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka 

memakan harta benda orang dengan jalan yang batil....”. Surah Al-Baqarah ayat 
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275 yang maknanya, “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba....”. Islam dengan tegas melarang praktek riba dalam kedua 

surah diatas. Dari pertentangan yang terjadi muncullah perbankan syariah. 

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya mengacu 

pada hukum islam tidak membebankan bunga pada masyarakat. Pembentukan Bank 

Syariah dilakukan dengan tujuan melaksanakan prinsip-prinsip ajaran islam yang 

mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan. Keberadaan Bank 

Islam di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998, dan sekarang khusus untuk mengatur perbankan syariah yaitu Undang-

Undang No.21 Tahun 2008.  

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, “Perbankan 

syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit 

Usaha Syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan, “bank syariah adalah bank 

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”. 

Terdapat dua jenis bank syariah yang dipaparkan dalam Undang-Undang tersebut 

yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Menurut UU No.21 Tahun 2008, “BUS adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Sedangkan, “BPRS 

adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayarannya.” 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia meningkat secara signifikan 

dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menandakan masyarakat memiliki kepercayaan 

terhadap operasional perbankan syariah dalam menjalankan prinsip syariah tanpa 

adanya riba. Jenis perbankan syariah yang mengalami perkembangan yang 

mencolok ada pada BPRS, dalam 10 tahun terakhir BPRS selalu mengalami 

peningkatan total aset dan total pembiayaannya. Berdasarkan data statistik 

perbankan syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga akhir 

tahun 2017 ada 167 BPRS, 441 kantor, dengan total aset sebesar 
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Rp10.840.375.000.000, dan total pembiayaan sebesar Rp7.763.951.000.000. Dari 

total pembiayaan yang terjadi terdapat total pembiayaan bagi hasil sebesar 

Rp901.193.000.000, jadi presentase pembiayaan bagi hasil dari total pembiayaan 

yang terjadi yaitu sebesar 8,62%. 

Tabel 1.1 

Jumlah BPRS, Total aset dan Total Pembiayaannya di Indonesia 

Tahun 2007-2017 

Tahu

n 

Jumla

h 

BPRS 

Jumla

h 

Kantor 

Total aset 

(dalam 

jutaan 

rupiah) 

Total 

Pembiayaa

n (dalam 

jutaan 

rupiah) 

Total 

Pembiayaa

n 

Bagi Hasil 

(dalam 

jutaan 

rupiah) 

Presentase 

Pembiayaa

n Bagi 

Hasil dari 

Total 

Pembiayaa

n 

2007 114 185 1.215.916 892.407 132.197 6,75% 

2008 131 202 1.963.332 1.256.610 156.331 8,04% 

2009 138 225 2.123.581 1.586.919 197.750 8,02% 

2010 150 286 2.738.745 2.060.437 283.425 7,27% 

2011 155 364 3.520.417 2.675.930 322.603 8,29% 

2012 158 401 4.698.952 3.553.520 420.492 8,45% 

2013 163 402 5.833.488 4.433.492 533.379 8,31% 

2014 163 439 6.573.331 5.004.909 690.125 7,25% 

2015 163 446 7.739.270 5.765.171 820.832 7,02% 

2016 166 453 9.157.801 6.662.556 931.205 7,15% 

2017 167 
441 10.840.37

5 

7.763.951 901.193 8,62% 

  Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2007-2017 (OJK) 

Salah satu tujuan berdirinya BPRS adalah untuk melayani usaha mikro, kecil 

dan menengah (UMKM), sektor UMKM merupakan pangsa pasar yang berbeda 

pada BPRS dibandingkan dengan Bank Umum dan Bank Umum Syariah. 

Perkembangan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS untuk UMKM dari tahun 
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ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun pada tahun 2017 

pembiayaan UMKM lebih sedikit dibandingkan dengan non UMKM. UMKM 

merupakan sektor yang lekat dan menjadi prioritas dalam penyaluran dana 

perbankan syariah. Berdasarkan jenis penggolongan pembiayaan yang terjadi pada 

BPRS, terdapat dua golongan pembiayaan yaitu Usaha Kecil dan Menengah dan 

Selain Usaha Kecil dan Menengah. Berikut tabel pembiayaan BPRS berdasarkan 

golongan pembiayaan : 

Tabel 1.2 

Tabel Pembiayaan pada BPRS berdasarkan Golongan Pembiayaan di 

Indonesia Tahun 2007-2017 

Tahun 

UMKM 

(dalam jutaan 

rupiah) 

Non UMKM 

(dalam jutaan 

rupiah) 

Total 

(dalam jutaan 

rupiah) 

2007 575.028 315.044 890.072 

2008 657.359 599.291 1.256.650 

2009 833.076 753.843 1.586.919 

2010 1.115.962 944.475 2.060.437 

2011 1.547.205 1.128.725 2.675.930 

2012 2.080.094 1.473.426 3.553.520 

2013 2.620.263 1.813.230 4.433.492 

2014 3.005.858 1.999.051 5.004.909 

2015 3.377.987 2.387.184 5.765.171 

2016 3.570.606 3.091.950 6.662.556 

2017 3.767.877 3.996.074 7.763.951 

  Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2007-2017 (OJK) 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. Salah satu BPRS yang ada di Indonesia, khususnya wilayah Jember 

adalah PT BPRS Asri Madani Nusantara. PT BPRS Asri Madani Nusantara 

merupakan BPRS pertama di Kabupaten Jember yang didirikan pada tahun 1994 

dengan nama awal PT BPRS Artha Sinar Mentari (ASRI). Pada tahun 2009 sempat 

diakuisisi oleh salah satu BUMN di Indonesia yaitu PT Permodalan Nasional 
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Madani. Tahun 2014 melakukan perubahan nama baru menjadi PT BPRS ASRI 

Madani Nusantara seiring dengan pelepasan seluruh kepemilikan saham BUMN 

tersebut senilai Rp1,2 miliar.  

Seperti halnya BPRS lainnya, BPRS PT Asri Madani Jember memiliki 

banyak prestasi dari 5 penghargaan dengan predikat sangat bagus dari redaksi 

infobank pada beberapa tahun terakhir. Infobank adalah redaksi majalah ternama 

yang membahas mengenai perbankan di Indonesia. Dalam suatu bank terdapat 

berbagai macam produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabahnya, begitu 

juga dengan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember. BPRS ini memiliki tiga jenis 

produk utama yaitu tabungan, deposito dan pembiayaan. Pada produk pembiayaan 

terdapat pembiayaan jual beli (murabahah), pembiayaan sewa (ijarah), pembiayaan 

bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pembiayaan talangan (qardhi) dan 

pembiayaan multi jasa. 

Sumber pendapatan terbesar dalam suatu bank adalah pada pembiayaan, 

sebagian besar dana operasional dalam sebuah bank diputarkan dan digunakan 

untuk pembiayaan. BPRS sebagai lembaga keuangan syariah harus mencakup dua 

unsur penting yaitu kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi 

sebagai lembaga keuangan. Perlakuan atas akuntansi perbankan syariah 

sebelumnya diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 yang 

sekarang diganti dan dijabarkan pada PSAK 101-110.  

Menurut PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, “Mudharabah adalah 

akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) 

menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak 

selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan 

sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana”. Menurut 

PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah,”Musyarakah adalah akad kerjasama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing 

pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi 

berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang 

diperkenankan oleh syariah”. 
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Pada PSAK 105 dan 106 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi 

mudharabah dan musyarakah. PSAK ini berguna sebagai pedoman dari lembaga 

keuangan apakah telah melaksanakan transaksi mudharabah dan musyarakah sesuai 

dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. Seharusnya pada BPRS sudah 

menerapkan pedoman akuntansi syariah yang ada, akan tetapi sejauh ini belum 

diketahui sejauh mana penerapannya pada BPRS. Seperti yang telah dijabarkan 

diatas, bahwa dalam perbankan syariah tidak ada istilah bunga dan kredit, 

melainkan dikenal dengan istilah pembiayaan. Dalam praktiknya pada perbankan 

syariah mendapatkan keuntungannya dari bagi hasil. Berikut ini adalah tabel 

pembiayaan yang terjadi pada BPRS Asri Madani Nusantara : 

Tabel 1.3 

Total Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara 2014-2017 

Tahun 

Total 

Pembiayaan 

(dalam ribuan 

rupiah) 

Total 

Pembiayaan 

Bagi Hasil 

(dalam 

ribuan 

rupiah) 

Pembiayaan 

Mudharabah 

(dalam ribuan 

rupiah) 

Pembiayaan 

Musyarakah 

(dalam ribuan 

rupiah) 

2014 11.885.886 0 0 0 

2015 15.249.792 578.000 78.000 500.000 

2016 16.241.928 2.424.400 1.227.400 1.197.000 

2017 21.238.062 2.792.650 559.650 2.233.000 

Sumber : Laporan Publikasi (OJK) 2018 

Setiap tahun total pembiayaan yang terjadi pada PT BPRS Asri Madani 

Nusantara mengalami kenaikan, akan tetapi tahun 2017 pada pembiayaan bagi hasil 

mudharabah terjadi penurunan yang signifikan. Penurunan tersebut juga menjadi 

perhatian penulis apakah ada hubungan dengan penerapan pembiayaan bagi hasil 

dan perlakuan akuntansinya yang diterapkan pada BPRS. Ada anggapan 

masyarakat bahwa perlakuan akuntansi yang sesuai dengan peraturan terbaru yang 

berlaku secara menyeluruh masih sulit untuk diterapkan karena perlu adanya 
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perubahan secara menyeluruh terhadap sistem yang sebelumnya telah berjalan, hal 

ini menjadi penyebab adanya perbedaan antara teori dan praktik yang terjadi. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arista Insaning Azizah 

(2014) dalam skripsinya dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Produk 

Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada PT BPRS Asri Madani Nusantara”, 

menunjukkan hasil penelitannya PT BPRS Asri Madani Nusantara belum 

mengadopsi resmi PSAK dan PAPSI yang berlaku. Perlakuan akuntansi 

pembiayaan multijasa hanya mengacu pada PSAK 107 tentang ijarah karena tidak 

ada PSAK khusus yang mengatur pembiayaan multijasa serta pada penyajiannya 

menggunakan PSAK 101. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Hisamuddin dan Andi 

A. (2015) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam 

Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito Mudharabah dan Perlakuan 

Akuntansinya pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara”, menunjukkan hasil 

bahwa terdapat beberapa perlakuan akuntansi deposito mudharabah yang sesuai 

dengan penerapan PSAK 105 dan BPR Syariah Asri Madani Nusantara yaitu 

pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan. Hanya saja yang tidak sesuai 

adalah penyajiannya, karena dana syirkah temporer dari nasabah yang diberikan 

pada BPRS Asri disajikan sebesar nilai tercatatnya pada akad mudharabah saja. 

BPRS Asri Madani Nusantara dalam laporan keuangannya masih menggunakan 

PSAK 59, hal ini terlihat dari laporan neraca bahwa deposito mudharabah 

ditentukan dalam pos dana investasi tidak terikat. Sedangkan dalam PSAK 105, 

deposito mudharabah merupakan dana syirkah temporer. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hapsari (2015) dengan judul 

“Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan 

Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank 

Syariah Mandiri Cabang Jember)”, menunjukkan hasil bahwa perlakuan akuntansi 

pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri baik mudharabah dan musyarakah telah 

memenuhi ketentuan PSAK No. 105 dan 106 tentang bagi hasil. 

Pada Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Linda Devi Afifi (2017) 

dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi 
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Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Maslahah Capem Pagelaran Malang”, 

menunjukkan hasil bahwa BMT Maslahah Pagelaran Malang menerapkan sistem 

bagi hasil revenue sharing, yang menjadikan laba bruto sebagai dasar dalam 

pendistribusian hasil usaha. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan BMT Maslahah 

Pagelaran Malang dengan akad mudharabah mengenai pengakuan akuntansi 

pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105, 

ketidaksesuaian tersebut terletak pada pengakuan investasinya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai penerapan dan perlakuan akuntansi 

pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh BPRS dan untuk mengetahui secara 

lebih lanjut mengenai analisis perhitungan bagi hasil pada BPRS, maka penulis 

tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “Analisis Penerapan 

Pembiayaan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya pada BPR SYARIAH 

(Studi Kasus pada PT BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER)”. 

 

2. Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dan informasi 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana penerapan pembiayaan 

bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh 

BPRS serta sebagai bahan pendukung dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu 

syarat lulus pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Jember. 

 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk : 

1) Mengetahui dan menganalisis penerapan pembiayaan mudharabah dan 

perlakuan akuntansinya. 

2) Mengetahui dan menganalisis penerapan pembiayaan musyarakah dan 

perlakuan akuntansinya. 
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3) Melakukan evaluasi antara perlakuan akuntansi pembiayaan bagi hasil 

mudharabah pada PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember dengan ketentuan 

menurut PSAK 105. 

4) Melakukan evaluasi antara perlakuan akuntansi permbiayaan bagi hasil 

musyarakah pada PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember dengan ketentuan 

menurut PSAK 106. 

 

1.4.1 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Manajemen BPRS 

Sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan produk dan pelayanan, 

koreksi atas pelayanan dan sebagai bahan motivasi pihak pimpinan bank 

syariah serta untuk merencanakan program pelayanan yang lebih berkualitas 

dan pemberian informasi terhadap pihak nasabah atas kondisi bank dalam 

melaksanakan kegiatan operasional. 

2) Bagi Pelaku UMKM 

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan aktivitas pembiayaan dengan 

mempertimbangkan penerapan pembiayaan bagi hasil dan kesesuaian 

perlakuan akuntansinya. 

3) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai bahan untuk menambah referensi dan informasi bagi penelitian 

selanjutnya tentang analisis penerapan pembiayaan sistem bagi hasil dan 

perlakuan akuntansinya pada BPRS. 

 

1.4.2 Fokus Penelitian 

Karena luasnya ruang lingkup dan  waktu yang terbatas, maka perlu adanya 

fokus penelitian. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Penerapan pembiayaan sistem bagi hasil mudharabah dan musyarakah 

menurut PSAK 105 dan 106 di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember. 
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2) Perlakuan akuntansi pembiayaan sistem bagi hasil mudharabah dan 

musyarakah menurut PSAK 105 dan 106 di PT BPRS Asri Madani Nusantara 

Jember. 

 

 

1.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan 

Akuntansinya pada BPR SYARIAH (Studi Kasus pada PT BPRS ASRI MADANI 

NUSANTARA JEMBER) akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

Nama Lembaga  : PT BPRS Asri Madani Nusantara 

Alamat   : Jalan Sentot Prawirodirjo No. 2, Kaliwates, 

Kabupaten Jember, Jawa timur 68131 

Waktu   : 13 Maret – 25 Maret 2019 

Lama   : 12 Hari 

Objek yang diteliti :  

a. Pimpinan BPRS Asri Madani Nusantara 

b. Manajer Pembiayaan 

c. Bagian Akuntansi 

d. Nasabah Pembiayaan Bagi Hasil 

Ketentuan waktu dan lama penelitian dapat berubah sesuai dengan 

kesepakatan yang dikehendaki pihak perusahaan dan peneliti. 

 

1.4.4 Data yang Diperlukan dalam Penelitian 

Berikut data dari perusahaan yang kami perlukan dalam penelitian ini : 

1) Profil perusahaan 

2) Struktur organisasi perusahaan 

3) Proses penerapan pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah 

a. Formulir Pengajuan Pembiayaan 
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b. Persyaratan Pembiayaan 

c. Formulir Survey atau Wawancara Calon Nasabah Pembiayaan 

d. Formulir Jaminan Pembiayaan 

e. Surat Persetujuan Pembiayaan/Pemberitahuan Putusan Pembiayaan 

f. Surat Perjanjian Akad 

g. Metode Penetapan Bagi Hasil 

h. Formulir Rekening Nasabah Baru/Calon Nasabah Pembiayaan 

i. Tabel Angsuran Pembiayaan/Jadwal Angsuran Pembiayaan 

4) Proses Akuntansi dan Laporan Keuangan BPRS 

 

Penyediaan data yang dibutuhkan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh 

pihak peneliti dan PT BPRS Asri Madani Nusantara 

 

1.4.5 Metode Kegiatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan cara wawancara langsung, mengajukan kuesioner dan 

dokumentasi data sekunder sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan 

BPRS. 

 

1.4.6 Data Peneliti 

Mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan data sebagai berikut : 

Nama   : Sofyan Nur Ihsan 

NIM   : 140810301089 

Jurusan  : S1 Akuntansi 

Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis 

Universitas  : Universitas Jember 

Alamat   : Jalan Dr Sutomo XI No. 24, Kaliwates, 

  Kabupaten Jember, Jawa Timur 
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Telepon  : 089668522942 

Email   : Sofyanxx@gmail.com 

 

1.4.7 Penutup 

Demikian proposal permohonan penelitian skripsi ini dibuat untuk memenuhi 

persyaratan pengajuan permohonan penelitian di perusahaan bapak/ibu. Selama 

menjalani kegiatan penelitian ini saya akan mentaati segala peraturan yang berlaku 

di perusahaan bapak/ibu, serta menjaga rahasia perusahaan yang sekiranya tidak 

boleh dipublikasikan kepada pihak luar. Berkenaan dengan data yang didapat, saya 

akan pergunakan hanya untuk keperluan akademis semata. Hasil penelitian skripsi 

ini akan saya berikan pihak perusahaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember 

sebagai arsip dalam bentuk hard copy yang telah disahkan oleh Universitas Jember. 

Saya sangat mengharapkan bantuan dan kerjasama dari pihak perusahaan PT 

BPRS Asri Madani Nusantara Jember agar dapat melaksanakan kesempatan 

penelitian ini dengan lancar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya atas perhatian dan bantuan serta kerjasamanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mahasiswa S1 Akuntansi Ekonomi dan Bisnis 

        Universitas Jember 

 

Jember, 14 Maret 2019 

Hormat Saya, 

 

 

Sofyan Nur Ihsan 

(140810301089) 
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